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Kasus kekerasan seksual saat ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa tetapi juga
terjadi pada anak-anak yang dapat menimbulkan dampak, baik secara fisik
maupun psikologi anak. Anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan
perlindungan khusus melalui rehabilitasi fisik, psikis dan sosial sebagaimana
diatur dalam Pasal 59A UU Nomor 35 Tahun 2014. Untuk melaksanakan
ketentuan tersebut UPTD PPA Aceh dibentuk sebagai lembaga yang memberikan
layanan perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual.
Namun, dalam pelaksanaan rehabilitasi di UPTD PPA masih terdapat kendala
seperti keterbatasan SDM khususnya tenaga psikolog yang tidak sebanding
dengan jumlah Kklien dan kurangnya anggaran operasional yang berpotensi
mempengaruhi  keefektifan rehabilitasi. Permasalahan yang dikaji dalam
penelitian adalah bagaimana rehabilitasi yang dilakukan oleh UPTD PPA terhadap
anak korban kekerasan seksual dan bagaimana efektivitas rehabilitasi terhadap
anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh UPTD PPA menurut UU
Perlindungan Anak. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif
dengan jenis penelitian yuridis empiris dan pengumpulan data menggunakan
teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan 4 informan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi oleh UPTD PPA telah sesuai dengan
UU Perlindungan Anak dengan memberikan layanan kesehatan, rehabilitasi psikis
melalui konseling dan rehabilitasi sosial yang dilakukan secara berkala dan sesuai
dengan kebutuhan korban. Namun apabila ditinjau dari 5 faktor penentu
keefektifan hukum, pelaksanaan rehabilitasi oleh UPTD PPA belum sepenuhnya
efektif. Keterbatasan SDM khususnya tenaga psikolog di UPTD PPA yang
disebabkan oleh kurangnya anggaran operasional, adanya budaya aib, budaya
menyelesaikan kasus kekerasan seksual secara kekeluargaan, dan kurang optimal
nya dukungan dari keluarga, sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan
rehabilitasi terhadap anak korban.
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan
huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan

huruf latin:
Huruf Huruf Huruf Huruf

Arab N Latin Rigma Arab jlama Latin Ngma
tidak | tidak ( i
' | ARf | dilamba| dilambang| - | @ | titikg i
ngkan kan bawah)

zet
- dengan

« > L (
B b i w 4 titik di
bawah)
koma
< T3’ t te & ‘ain ‘ terbalik
(di atas)
es (dengan
& Sa’ S titik di ¢ Gain g ge
atas)
z Jim j je s Fa’ f ef
ha
_, dengan . _ .
bawah)
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z Kha’ kh ka dan ha Bl Kaf k ka
2 Dal d de J Lam I el
zet
i . . (dengan _
2 Zal zZ titik di B Mim m em
atas)
J Ra’ r er O Nun n en
D Zai VA zet s Wau w we
o Sin S es > Ha’ h ha
o Syin sy es dan ye s thmz ¢ apostrof
es (dengan
o= | Sad s titik di v Ya’ y ye
bawah)
de (dengan
o= Dad d titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

Nama Huruf Nama
Tanda .
Latin
B fathah a a
- kasrah i i
5 dammah u u

transliterasinya sebagai berikut:



2) Vokal Rangkap
\Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda Nama huruf Gabungan Nama
huruf
& e fathah dan ya’ ai adan i
I fathah dan wau au adan u
Contoh:
.S —  Kkataba
J» - faala
B - zukira
2l — yazhabu
& - swila
S - kaifa
J¥&>~ - haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Nama Huruf dan Tanda Nama
huruf
fathah dan alif atau _ a dan garis di atas
s = a
ya
s kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
. dammah dan wau q u dan garis di atas
]
Contoh:
J6 - qala



o rama

k3 — qila

J's — yaqiilu

4. Ta’marbutah
Transliterasi untuk ta’marbuzah ada dua:
1. Ta’marbuzah hidup ta’ marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah,
kasrah dan dammabh, transliterasinya adalah ‘t’.
2. Ta’ marbugah mati
Ta’ marburah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah ‘h’.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbusah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta’
marbugah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh

4. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbuzah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta’
marbuzah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
- 05 o s s = ‘ah al-
i Y\Lb)j raudah al-atfal
g - raudatul-atfal
o :&\ - al-Madimah - al-Munawwarah
s s+ - Madinatul-Munawwarah
250

- talhah
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, tanda syaddah atau tanda tasydid,
dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Xi



Contoh:

[Cegyt - rabbana
Jp - nazzala
A - al-birr
é—\ - al-hajj

pte
~ ; nu “ima

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu

I(J'( namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung
mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan dengan
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan
bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan
tanpa sempang.

Contoh:

A, .
4 - -ar-rajulu
R |
¥ -as-sayyidatu

AL -asy-syamsu

v - al-galamu
gl - al-badiu
D

xii



-al-jalalu

7. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya
berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab

berupa alif.
Contoh:
Y 3 - ‘ta’khuziina
« 53 - an-nau’
S - ‘syai'un
ol - inna
<5l - umirtu
St - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.
Contoh:

O3 & 3h %8 G530 - Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
- Wa innalldaha lahuwa khairurrazigin
15856 &0 55udls - Fa auf al-kaila wa al-mizan
- Fa auful-kaila wal-mizan
Al 53 sl - Ibrahim al-Khalil
- Ibrahimul-Khalil
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A5 Je () Za el - Wa lillahi 'ala an-ndsi hijju al-baiti

o U B 25 W45 - Bismillahi majraha wa mursah

or g ) Suls - Walillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti

manistata a ilaihi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

Ly 3aas ) Jsl) - Wama Muhammadun illa rasul
&) 03 e gy G - [nna awwala baitin wudi'a linndsi
W3S e - [allazi bibakkata mubarakan
5 (imay @ O 48 38 - Syahru Ramadan al-lazt unzila fih al-Qur'anu
- Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil Qur‘anu
N385 30 okl - Wa lagad ra‘ahu bil-ufuq al-mubin
- Wa lagad ra‘ahu bil-ufuqil-mubini
nall o el - AThamdu lillahi rabbi al-"alamin
- Alhamdu lillahi rabbil 'alamin
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.
Contoh:
Sl (e dl) a5 C4 - Nasrun minallahi wa fathun qarib

Xiv



ISICERARAY] iJJ/ - Lillahil-amru jami'an
) - Lillahil-amru jami'an
W3 Il ple -Wallaha bikulli syai'in 'alim

10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.
Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayriit; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf .
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak
yang masih dalam kandungan®. Anak merupakan karunia yang diberikan Allah
SWT yang harus senantiasa dijaga, dirawat, di didik, dan dilindungi karena anak
memiliki nilai harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus
dilindungi dan dijunjung tinggi. Anak adalah harapan bangsa dan negara.
Kualitas masa depan bangsa tergantung pada baik buruknya kondisi anak saat
ini. Anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, berhak atas kelangsungan
hidup, tumbuh dan berkembang dengan sempurna, baik secara jasmani, rohani,
dan sosial, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan hukum.?

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu keharusan baik itu
dilakukan oleh negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua, karena anak adalah
individu yang lemah dan rentan mendapatkan tindakan kekerasan serta tidak
mempunyai kemampuan untuk mempertahankan hak-hak atas dirinya. Anak
wajib memperoleh bimbingan dan perlindungan agar anak dapat tumbuh dan
berkembang dengan sebaik-baiknya menjadi generasi yang sehat baik secara
fisik, mental, dan sosial. Upaya perlindungan anak di jelaskan dalam Pasal 1
angka 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi
“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

! Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Pasal 1 angka 2

2 Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia, (Jakarta Timur : Prenadamedia
Group, 2018),him. 1.



secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Saat ini Tindak kekerasan adalah permasalahan yang paling sering
dialami oleh anak. Kekerasan yang di alami oleh anak memiliki berbagai macam
bentuk, vyaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, penelantaran,
trafficking dan kekerasan lainnya. Kekerasan yang saat ini masih sering terjadi
adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak adalah segala
tindakan yang mengandung unsur seksual yang dilakukan oleh orang dewasa
kepada anak dengan menggunakan ancaman kekerasan, memaksa,
memanipulasi, atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat memberikan dampak
fisik, psikis dan sosial bagi anak termasuk tindakan perkosaan ataupun
pencabulan.

Dalam perspektif hukum Islam, kekerasan seksual terhadap anak
merupakan perbuatan yang tercela dan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai
yang dijunjung tinggi dalam agama Islam . Hukum Islam sangat menekankan
pentingnya menjaga kehormatan, kesucian, kasih sayang dan perlindungan
terhadap martabat manusia serta saling hormat menghormati termasuk terhadap
hak-hak anak.*

Dalam Al-Qur’an surah Al- Mu’minun ayat 5-7: Allah Subhanahu Wa
Ta’ala berfirman:

oAiiasha e 236 20 Wl SR80 U g 1351 A Y, (o3haiba g 550 b 15

Gzl gh ol 6 s 215 A

“Dan orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri

mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya

mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan

® Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

* Adinda Cahya Magfirah, dkk, “Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam”,
Jurnal Cakrawala llmiah, Vol.2, No.6, 2023,him.4.



sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui

batas.”(QS . Al-Mu’minun ayat 5-7)

Ayat diatas menegaskan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan.
Dalam agama Islam hubungan seksual hanya dibenarkan dalam jalur ikatan
pernikahan yang sah, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah oleh Allah
SWT. Dan kekerasan seksual terhadap anak termasuk ke dalam perbuatan
melampaui batas yang sangat dilarang dalam Islam sebagaimana yang dimaksud
dalam ayat tersebut.

Di Aceh kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami perubahan
dari tahun ke tahun, pada tahun 2023, jumlah kasus kekerasan terhadap anak
yang ditangani oleh UPTD PPA Aceh tercatat sebanyak 48 kasus, yang terdiri
dari 22 kasus pada anak laki-laki dan 26 kasus pada anak perempuan. Dari total
tersebut, terdapat 11 kasus yang merupakan kasus kekerasan seksual terhadap
anak. Pada tahun 2024, jumlah kasus kekerasan terhadap anak meningkat
menjadi 51 kasus, 20 kasus pada anak laki-laki dan 31 kasus pada anak
perempuan dimana kasus kekerasan seksual terhadap anak tercatat sebanyak 8
kasus. Dan pada tahun 2025, jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami
penurunan menjadi 40 kasus, yang terdiri dari 19 kasus pada anak laki-laki dan
21 kasus pada anak perempuan. Namun demikian, jumlah kasus kekerasan
seksual terhadap anak justru meningkat menjadi 13 kasus. Data tersebut
menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami
perubahan dari tahun ke tahun, dengan kecenderungan peningkatan pada tahun
terakhir, sehingga memerlukan perhatian yang lebih serius dalam upaya
pencegahan dan penanganannya.®

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang dapat

menimbulkan kerugian dan berdampak secara fisik maupun emosional terhadap

> Qs. Al-Mu'minun (23) ayat 5-7
® Data dari UPTD PPA Aceh



anak . Anak yang menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual cenderung
tidak ingin membicarakan apa yang ia alami kepada orang lain. Untuk itu orang
tua dan lingkungan masyarakat harus mengetahui semua gejala-gejala atau
tanda-tanda anak ketika ia mengalami kekerasan.” Dan dalam hal ini anak
seharusnya mendapatkan hak perlindungan hukum, penjagaan, dan hak untuk
mendapatkan Rehabilitasi baik secara fisik, psikis dan juga sosial. Perlakuan
pelecehan seksual merupakan tindak kejahatan yang tidak dapat di tolerir
perbuatannya dan tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak
anak dan juga hak asasi manusia. ®

Oleh karena banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak di kota
Banda Aceh, dalam konteks ini anak memerlukan perlindungan dan penanganan
hukum, pendamping dan pemulihan serta Rehabilitasi. Dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59A menyebutkan bahwa
Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat,
termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta
pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan
psikososial, pemberian bantuan  sosial, dan pemberian perlindungan dan
pendampingan, pada setiap proses peradilan.®

Dalam hal ini pemerintah Aceh telah mengambil langkah-langkah
strategis untuk memastikan terpenuhinya hak anak melalui UPTD PPA (Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh) yang

memberikan perlindungan hukum terhadap anak, memenuhi hak-hak anak,

” Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya”,
Jurnal Sosio Informa, Vol 01 No.1, 2015, him. 18.

® Novrianza dan Iman Santoso, “Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di
Bawah Umur”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 10 No. 1, 2022, hIm.60.

® Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59A



mendampingi anak dan diharapkan dapat membantu pemulihan anak korban
kekerasan seksual.

UPTD PPA atau unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan
dan anak adalah sebuah instansi yang bertugas untuk memberikan pelayanan
bagi perempuan dan anak. Saat ini UPTD PPA telah menyusun berbagai
kebijakan dan program untuk melindungi anak-anak, diantaranya layanan
perlindungan yang maksimal bagi anak baik itu mencakup perlindungan hukum,
pendampingan, dan Rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan proses yang sangat
penting untuk pemulihan fisik, psikis, dan sosial anak yang menjadi korban
kekerasan seksual. Namun efektivitas dari kebijakan ini masih sering
dipertanyakan mengingat berbagai tantangan dan hambatan yang muncul di
lapangan, seperti kendala terkait fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung
kegiatan, sehingga dapat menghambat efektivitas kebijakan yang dilakukan. Di
harapkan dengan adanya UPTD PPA Aceh dapat memberikan perlindungan,
membantu pemulihan anak korban kekerasan seksual dan memberikan
perlakuan secara khusus kepada anak terhadap kasus-kasus yang terjadi akhir-
akhir ini. Termasuk perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan,
terutama bagi anak yang menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual untuk
diberikan pemenuhan hak rehabilitasi yang baik dan benar kepadanya.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka penulis
tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai “Efektivitas Rehabilitasi Terhadap
Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut UU Perlindungan Anak (Studi
Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak
Aceh).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:



1. Bagaimana rehabilitasi yang dilakukan oleh UPTD PPA terhadap anak
korban kekerasan seksual ?

2. Bagaimana efektivitas rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan
seksual yang dilakukan olen UPTD PPA Menurut UU Perlindungan
Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang diuraikan diatas, maka yang
menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui rehabilitasi yang dilakukan oleh UPTD PPA terhadap
anak korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui efektivitas rehabilitasi terhadap anak korban
kekerasan seksual yang dilakukan oleh UPTD PPA menurut UU

Perlindungan Anak.

D. Penjelasan Istilah
Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah-istilah yang digunakan,
adapun istilah tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:
1. Rehabilitasi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Rehabilitasi
merupakan proses pemulihan kepada keadaan yang semula atau perbaikan
anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu , agar menjadi
manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. *°
Rehabilitasi adalah upaya pemulihan serta pengembalian kondisi seseorang
baik secara fisik maupun psikis agar dapat beraktivitas kembali dengan

masyarakat secara normal.

2. Anak

19 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada tanggal 17 April 2025.



Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan.* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Anak adalah setiap manusia
yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,
termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah
demi kepentingannya.*?

3. Korban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korban adalah
seseorang yang menjadi menderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat
dan sebagai nya. ** Menurut Muladi korban adalah seseorang atau
sekelompok orang yang mengalami penderitaan dan kerugian baik fisik,
psikis, dan ekonomi sebagai akibat dari suatu perbuatan yang melanggar
hukum pidana termasuk penyalahgunaan wewenang. ** Dalam Pasal 1 angka
3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban menyatakan bahwa Korban adalah orang yang mengalami
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh

suatu tindak pidana.™

4. Kekerasan seksual

1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1.

12 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka

13 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada tanggal 18 April 2025.
4 Muladi, HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana, (Bandung: Refika

Aditama, 2005), him. 101

1% Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

Pasal 1 angka 3.



Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis
gender, yang dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan
penderitaan baik secara fisik maupun psikis. Dalam Pasal 76E Undang-
Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak‘ Setiap Orang dilarang
melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu
muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul'®. Jadi sebagaimana
penjelasan dalam Pasal tersebut bahwa kekerasan seksual merupakan segala
perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa pada anak atau anak
kepada anak lainnya dengan menggunakan bujukan, ajakan, ancaman dan
paksakan untuk melakukan kegiatan seksual.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan pokok penting dalam sebuah karya ilmiah.
untuk menghindari dugaan plagiasi dan duplikasi maka penulis perlu
memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis
tentang “Efektivitas Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota
Banda Aceh (Studi Kasus Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan Anak)”. Beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

Pertama, skripsi Nadia Ortusara, Mahasiswi Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh yang berjudul
“Pemenuhan Hak Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual
Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak(Studi Kasus

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Pada

'® Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Pasal 76E.



(P2TP2A)Kota Banda Aceh)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan
hak rehabilitasi anak yang dilakukan P2TP2A sudah sesuai, dengan cara
memberikan pendampingan hukum dan layanan kesehatan kepada anak korban
kekerasan seksual, namun ada beberapa faktor kendala pemenuhan hak
rehabilitasi ini diantaranya minimnya keberanian untuk melaporkan bahwa
sudah terjadi tindakan kekerasan seksual.

Penelitian yang ditulis oleh Nadia Ortusara dengan penelitian yang akan
dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya
adalah anak korban kekerasan seksual menjadi objek utama dalam kedua
penelitian. Dan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nadia
Ortusara berfokus pada Pemenuhan hak rehabilitasi anak yang menjadi korban
kekerasan seksual dan P2TP2A sebagai sumber dalam pengambilan data
penelitian. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada
efektivitas rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual dan UPTD PPA
menjadi sumber pengambilan data. **

Kedua, skripsi yang ditulis Fuji Astuti Aisyah Jamil Fakultas Ushuludin,
Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang berjudul
“Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak
(Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)”. Dalam penelitiannya
menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Bengkulu memiliki peran penting dalam
menangani korban kekerasan seksual yakni dengan memberikan bantuan
hukum, pendamping bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual,
pelayanan konseling , memulihkan trauma anak serta memberikan rumah

perlindungan sosial anak.

" Nadia Ortusara, Skripsi, “Pemenuhan Hak Rehabilitasi Terhadap Anak Korban
Kekerasan Seksual Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak(Studi Kasus
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Pada (P2TP2A)Kota Banda
Aceh)”.



10

Penelitian yang dilakukan oleh Fuji Astuti Aisyah Jamil memiliki
persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
Persamaannya kedua penelitian menempatkan anak sebagai korban kekerasan
seksual menjadi objek penelitian. Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh
Fuji Astuti Aisyah Jamil berfokus pada peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam
memberikan penanganan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada
rehabilitasi anak korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Banda Aceh. '8

Ketiga, Dwi Aprilia, Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh yang berjudul, “Perlindungan
Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur
Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban
Oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan)”. Penelitiannya menunjukkan bahwa
perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan anak di bawah
umur yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dilakukan melalui
upaya sosialisasi, rehabilitasi , pelayanan hukum, pelayanan medis dan
reintegrasi sosial. Dalam tinjauan hukum Islam upaya perlindungan hukum
olen P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dengan memberikan sanksi yang
setimpal bagi pelaku pencabulan anak di bawah umur sesuai dengan nilai-nilai
hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Aprilia dengan penelitian yang
dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya objek
utama kedua penelitian adalah anak sebagai korban kekerasan seksual.
Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang ditulis oleh Dwi Aprilia
berfokus pada upaya perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami

tindakan pencabulan oleh P2TP2A Aceh Selatan ditinjau menurut hukum Islam.

18 Fuji Astuti Aisyah Jamil, skripsi, “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban
Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)”.
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Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada upaya
rehabilitasi anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Banda
Aceh.'®

Keempat, skripsi Cindi Fani Saputri mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Semarang yang berjudul “Penanganan Korban Kekerasan Seksual
Terhadap Anak Oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah”. Dalam penelitiannya
menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh DP3AP2KB
dengan memberikan advokasi kebijakan, perlindungan anak terpadu berbasis
masyarakat, komunikasi informasi dan edukasi, serta sekolah ramah anak.
Adapun upaya penanganan anak korban kekerasan seksual dilakukan dengan
penanganan pengaduan, rehabilitasi, bantuan hukum, pelayanan medis dan
psikis dan pemulangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Cindi Fani Saputri memiliki persamaan
dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.
Persamaannya adalah anak sebagai korban kekerasan seksual menjadi objek
utama dalam kedua penelitian. Sedangkan perbedaannya penelitian yang
dilakukan oleh Cindi Fani Saputri berfokus pada upaya penanganan dan
pencegahan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang
dilakukan oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan penelitian yang
akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada Rehabilitasi yang dilakukan
oleh UPTD PPA Banda Aceh terhadap anak korban kekerasan seksual. %°

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muklas Adi Putra yang berjudul
“Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia”.

Jurnal Negara dan Keadilan. Dalam penelitiannya membahas tentang kebijakan

Y Dwi Aprilia, Skripsi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana
Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya
Rehabilitasi Korban Oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan)”.

20 Cindi Fani Saputri, skripsi, “Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah”.
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penanggulangan kekerasan seksual pada anak dilakukan dengan dua cara , yakni
melalui kebijakan Penal dengan menggunakan peraturan Undang-Undang , dan
non Penal peran pemerintah, masyarakat, dan orang tua dalam menanggulangi
kekerasan seksual pada anak. %

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni membahas
tentang efektivitas rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual serta
kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak dalam melaksanakan rehabilitasi.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya data yang lengkap dan jelas dalam sebuah penelitian
karya ilmiah sangat diperlukan. Untuk itu metode penelitian yang digunakan
harus sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian
merupakan proses menyelidiki menelusuri, dan menggali sebuah isu atau topik
tertentu dengan menggunakan pendekatan ilmiah secara cermat dan teliti. Hal
ini bertujuan untuk pengumpulan, pengolahan, dan analis data secara objektif
guna menarik suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan
permasalahan dan menguji hipotesis yang dapat memberi kontribusi bagi
manusia.?

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan
pendekatan dalam penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala
yang terjadi secara alami. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata baik secara tertulis

maupun lisan dari seseorang, serta perilaku-perilaku yang diamati. Penelitian

! Muklas Adi Putra, “Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Di Indonesia”, Jurnal Negara dan Keadilan, Vol. 11 No. 2, 2022

22 Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Suka-Press, 2021),
him. 2.
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kualitatif bersifat deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan atau
menggambarkan fenomena, peristiwa dan situasi yang teliti. 2*Dan penelitian
yang akan dilakukan oleh penulis mendeskripsikan efektivitas rehabilitasi
yang dijalankan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak.
2. Jenis Penelitian
Adapun jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian
yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum
yang bertujuan untuk mengamati dan mengkaji bagaimana hukum bekerja
dan berfungsi di tengah-tengah masyarakat. Penelitian yuridis empiris
merupakan penelitian yang memperoleh data langsung dari masyarakat atau
diperoleh dari lokasi penelitian lapangan. 2* Dengan menggunakan  jenis
penelitian yuridis empiris ini, penulis dapat menjelaskan dan memaparkan
data lapangan tentang rehabilitasi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap anak korban
kekerasan seksual.
3. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini ialah :
a. Data Primer
Data primer adalah data yang didapatkan atau diperoleh secara
langsung oleh peneliti dari responden dengan cara melakukan
wawancara atau observasi terkait dengan masalah penelitian yang
diteliti. Data primer merupakan sumber data utama dalam suatu
penelitian karena dianggap sebagai data yang paling akurat dan

langsung berasal dari sumber utama. Dalam penelitian ini, data

23 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, (Makassar: Syakir Media Press,
2021), him. 30-31.

24 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, ( Mataram : Mataram University Press, 2020),
him. 80-81.
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primer akan diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak atau
pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
anak terhadap anak korban kekerasan seksual kota Banda Aceh.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung oleh
peneliti. Data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan dengan
menelaah berbagai literatur bacaan seperti buku, karya ilmiah,
skripsi, jurnal, dan artikel. Data sekunder digunakan untuk
melengkapi, memperkuat dan memperjelas data primer sehingga
membantu proses analisis dan pemahaman secara mendalam dalam
penelitian.
c. Data Tersier
Data tersier adalah data yang didapatkan atau diperoleh melalui
kamus dan ensiklopedia yang berfungi untuk memperjelas serta
mendukung data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam suatu
penelitian. Apabila terjadi kesalahan dalam pengumpulan data, maka hal
tersebut dapat mempengaruhi keakuratan hasil akhir serta kesimpulan dalam
penelitian. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka penulis menerapkan
beberapa teknik pengumpulan data berikut ini:
a. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan
responden, informan atau narasumber guna memperoleh informasi
yang dibutuhkan yang tidak bisa didapatkan melalui pengamatan.
Sebelum wawancara dilakukan, penelitian terlebih  dahulu
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menyiapkan beberapa pertanyaan terkait permasalahan yang menjadi
fokus penelitian. ®Informan dalam penelitian ini berjumlah empat
orang, yaitu Nurjanisah selaku Staf Kasi Tindak Lanjut UPTD PPA
Aceh, Endang selaku Psikolog Forensik UPTD PPA Aceh, Mauizhah
selaku Tenaga Administrasi/Teknis UPTD PPA Aceh, serta Irawati
selaku Pendamping Kasus UPTD PPA Aceh.
b. Observasi
Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam
penelitian melalui pengamatan dan pancaindra. Selama observasi
penelitian akan mencatat dan membuat suatu laporan berdasarkan
apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan pada saat proses observasi.
Observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih
jelas dan nyata dalam hal ini terkait dengan efektivitas rehabilitasi
terhadap anak korban kekerasan seksual.?®
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
mengumpulkan dan memperolen dokumen atau data-data yang
diperlukan dalam permasalahan penelitian. Seperti arsip foto, dan
dokumen yang sudah ada di UPTD PAA berupa catatan tahunan.
5. Teknik Analisis Data
Berdasarkan rumusan masalah diatas, data yang diperoleh baik itu
melalui wawancara, observasi, maupun bentuk data kepustakaan lainnya
terkait rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan
oleh UPTD PAA, penulis akan memilah, menyusun dan mengelompokkan

hasil data penelitian sesuai dengan tujuan masing-masing penelitian ,

%% Sjgit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, Metodologi Riset Hukum,
(Surakarta: Oase Pustaka, 2020), him. 71.

%% Feny Rita Fiantika, dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Sumatera Barat: Global
Eksekutif Teknologi, 2022), him. 21.
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menyajikan data dan menjelaskan secara tepat agar dapat menjawab

permasalahan dalam rumusan masalah. Setelah data sudah tersusun secara

sistematis, maka permasalahan yang diteliti dapat dipahami secara

menyeluruh dan dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil akhir dari sebuah

penelitian.

6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan yang penulis gunakan, mengikuti prosedur

dan teknik penulisan dalam buku “Pedoman Penulisan Skripsi ” Mahasiswa
Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Tahun 2018 edisi revisi tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk menghasilkan tulisan yang
baik dan mudah dipahami secara menyeluruh. Penelitian ini secara keseluruhan
disusun dalam empat bab :

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,
rumusan masalah, tujuan, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian,
pedoman penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teori yaitu tinjauan umum yang terbagi
menjadi beberapa poin yakni pengertian rehabilitasi anak korban kekerasan
seksual, dasar hukum rehabilitasi, Jenis-jenis rehabilitasi, fungsi dan Tujuan
Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.

Bab tiga, merupakan bab inti pembahasan yang mana penulis akan
menjelaskan hasil penelitian yang meliputi upaya rehabilitasi yang dilakukan
UPTD PPA terhadap anak korban kekerasan seksual, efektivitas, serta kendala
yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam proses pemberian rehabilitasi. Dalam bab
ini penulis juga akan menjelaskan profil Unit Pelaksana Teknis Daerah

Perlindungan Perempuan dan Anak.
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Bab empat, merupakan bab terakhir atau penutup yang ditulis oleh

penulis yang meliputi kesimpulan dan saran.



BAB DUA
REHABILITASI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK

A. Konsep Anak

1. Pengertian Anak Dan Hak-Hak Anak

Anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT kepada
orang tua. Sebagai amanah dari yang maha kuasa, anak harus
memperoleh pemeliharaan, bimbingan, perawatan, dan pendidikan yang
berlandaskan nilai-nilai islami. Anak tidak hanya di pandang sebagai
keturunan biologis dari orang tuanya, tetapi anak merupakan titipan dari
Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara yang harus
dijaga keberadaan dan kelangsungan hidupnya, yang kelak diharapkan
dapat tumbuh dan menjadi generasi yang membawa kemakmuran bagi

dunia sekaligus menjadi pewaris ajaran agama Islam.?’

Sebagai calon pemimpin bagi masa depan bangsa dan negara
serta pewaris ajaran agama Islam, Anak-anak memiliki peranan yang
sangat penting, untuk itu penting untuk memastikan bahwa anak
mendapatkan perlindungan, tumbuh dan berkembang secara maksimal
baik itu dalam aspek jasmani, rohani maupun sosial. Dalam peraturan
perundang-undangan terdapat beberapa definisi mengenai anak yakni

sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan

anak Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18

2" Nursariani Simatupang Faisal, Hukum Perlindungan Anak, (Medan: Pustaka
Prima,2018), him. 31

18
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(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

28

2. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hakim asasi
manusia Pasal 1 angka 5, anak adalah setiap manusia yang berusia di
bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak
yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi
kepentingannya.?

3. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak . Dalam Undang-Undang ini , umur seseorang
yang dapat dikategorikan sebagai anak dibagi menjadi tiga kategori
yang berbeda yaitu:

a. Pasal 1 angka 3, anak yang Berkonflik dengan Hukum yang
selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua
belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang
diduga melakukan tindak pidana.

b. Pasal 1 angka 4, anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang
selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum
berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan
fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh
tindak pidana.

c. Pasal 1 angka 5, anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang
selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur
18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan

guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

28 Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1
2% Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5
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sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar,
dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.*

4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Pasal 1 angka 12 , bahwa anak adalah seseorang yang belum
mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin. **

Anak adalah seorang individu yang belum mencapai usia 18 tahun
yang sedang melalui proses pertumbuhan dan perkembangan baik secara
fisik, mental, maupun sosial. Anak memiliki peran yang sangat penting
sebagai penerus kepemimpinan yang akan menjadi penentu masa depan
suatu bangsa dan negara, dalam hal ini penting bagi suatu bangsa
mempersiapkan anak sebagai generasi penerus yang berkualitas. Oleh karena
itu, perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak terhadap anak merupakan
aspek penting untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal sesuai
harkat dan martabat kemanusiaan. Sebagaimana yang telah di jelaskan
dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 bahwa
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Berbagai pihak termasuk orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah
berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menjamin perlindungan dan
pemenuhan hak-hak anak yang meliputi berbagai aspek kehidupan baik itu
aspek hukum, ekonomi, sosial, budaya maupun politik.

Anak juga mendapatkan perlindungan khusus yang diterima dalam

kondisi tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan jaminan rasa aman dari

% Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal
1 angka 3,4,dan 5
31 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 12
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berbagai ancaman yang dapat membahayakan anak.** Sebagaimana dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat (1)
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban
dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan khusus kepada
Anak. Selanjutnya pada ayat (2) Perlindungan Khusus kepada Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak dalam situasi
darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok
minoritas dan Terisolasi; anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau
seksual; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya; anak yang menjadi korban pornografi;
anak dengan HIV/AIDS; anak korban penculikan, penjualan dan/atau
perdagangan; anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; anak korban
kejahatan seksual; anak korban jaringan terorisme; anak Penyandang
Disabilitas; anak korban perlakuan salah dan penelantaran; anak dengan
perilaku sosial menyimpang; dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari
pelabelan terkait dengan kondisi orang Tuanya.*®

Dapat dilihat bahwa hakikat perlindungan anak ini adalah untuk
menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan berkelanjutan yang
diwujudkan oleh setiap elemen pemerintahan termasuk pemerintah daerah.
Hak anak merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia Pasal 52
ayat (2) bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk
kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak
dalam kandungan. Hak anak juga termuat dalam konstitusi yaitu Pasal 28B

%2 Ahmad Saleh, Hukum Perlindungan Anak, ( Bandar Lampung: Pustaka Media,
2020) him. 1-3.

% Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat (2).
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ayat (2) UUD NKRI 1945 yang menyatakan bahwa: setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari Pasal tersebut dapat kita
lihat bahwa hak-hak anak secara jelas dilindungi dan diakui keberadaannya,
termasuk perlindungan dari tindakan kekerasan biak itu kekerasan fisik,
psikis maupun ekonomi serta diskriminasi.

Lebih lanjut , hak-hak anak telah di atur dalam Undang-Undang

nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

tahun 2002 tentang perlindungan Anak pada Pasal 4 hingga Pasal 18 yaitu

sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi (Pasal 4);

2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraan (Pasal 5);

3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai
dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau
wali (Pasal 6);

4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang
tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1). Dalam hal karena suatu sebab orang
tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam
keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat
sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2);

5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan

kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8);



10.

11.

12.

13.
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Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan
minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1);

Hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki
keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2);
Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari,
dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya
demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan
kepatutan (Pasal 10) ;

Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan
anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan
minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal
11);

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi,
bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12) ;
Hak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi,
eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman,
kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya
(Pasal 13) ;

Hak untuk diasuh oleh Orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan
dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu
adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan
pertimbangan terakhir (Pasal 14) ;

Setiap Anak berhak untuk memperolen perlindungan dari
penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa
bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa
yang mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan

kejahatan seksual (Pasal 15);



14.

15.

16.

17.

18.
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Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,
penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16
ayat 1) ;

Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat
2);

Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan
yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau
bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang
berlaku, serta  membela diri dan memperoleh keadilan di depan
Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup
untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 17
ayat 1)

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau
yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2) ;
Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi setiap
anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana. (Pasal 18).**
Hak-hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

tentang kesejahteraan Anak pada Pasal 2 sampai Pasal 8 sebagai berikut;

1.

2.

3.

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan
berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam
asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan
kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa,
untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam

kandungan maupun sesudah dilahirkan.

% Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4-18.
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Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya
dengan wajar.

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama
berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh
negara atau orang atau badan;

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam
lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar
Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan
perkembangan bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang
terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya;

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai
tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan
kesanggupan anak yang bersangkutan;

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak
menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama,

pendirian politik, dan kedudukan sosial. *®

Pengertian Kekerasan dan bentuk-bentuk kekerasan.

Definisi kekerasan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah segala

perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau
menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dalam kamus besar
Bahasa Indonesia hanya menjelaskan kekerasan yang mencakup kekerasan fisik
saja , tidak selain fisik seperti psikis dan sosial yang dapat menyebabkan sakit,
cacat dan luka dengan unsur berubah paksaan dan ketidaksediaan pihak yang

menjadi korban. Dalam bahasa Inggris kata kekerasan disebut “violence” yang

% Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak Pasal 2-8
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diartikan sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap fisik atau psikologi
seseorang. Menurut para ahli kriminologi bahwa kekerasan yang menimbulkan
terjadinya cedera fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum.
Dengan demikian kekerasan merupakan suatu kejahatan. *® Jadi kekerasan
adalah segala perlakuan verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh
seseorang maupun sekelompok orang yang biasanya memiliki kuasa atas korban
yang dapat menyebabkan penderitaan serta kerugian baik secara fisik, mental
maupun sosial terhadap orang yang menjadi sasaran.

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa
Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau
penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Menurut WHO kekerasan
terhadap anak adalah perlakuan salah pada anak baik dalam bentuk kekerasan
fisik, psikis, kekerasan seksual, pengabaian pengasuhan, eksploitasi untuk
kepentingan komersialisasi , yang mana tindakan ini secara langsung ataupun
tidak dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan anak, keselamatan,
martabat dan perkembangan anak. Kekerasan terhadap anak atau Child abuse
merujuk kepada segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pihak yang
seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap anak dan memiliki kuasa pada
anak seperti orang tua, keluarga dan guru. *

Bentuk-bentuk kekerasan:

% M. Hendra Pratama Ginting, Muhammad Akbar, Rica Gusmarani, “Kekerasan
Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural, Jurnal IImiah Hukum, vol.
11, No. 1,2022,him. 5.

%" Fransiska Novita Eleanora, dkk, Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan
Perempuan, (Malang : Madza Media, 2021), him. 48-49.
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1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perlakuan seseorang terhadap orang lain
dalam konteks ini anak dengan cara menyakiti fisik atau tubuh anak yang
dapat menimbulkan cedera atau luka-luka fisik bahkan kematian pada anak
akibat dari perbuatan itu. Adapun tindakan yang dapat dikategorikan sebagai
kekerasan fisik adalah memukul, menampar, mencubit, menggigit,
mendorong, mencekik, menginjak, membenturkan, menjewer, menyiram
dengan air panas, mengancam dengan benda tajam atau sebagainya. Akibat
dari kekerasan fisik seperti luka, memar, berdarah, sayatan, patah tulang,
luka bakar, pembengkakan jaringan-jaringan lunak, pingsan, dan bentuk lain
yang kondisinya lebih berat, bahkan dapat berujung pada kematian.
2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan non fisik baik melalui
tindakan, atau ucapan dengan tujuan mengintimidasi dan merendahkan anak
yang dapat mempengaruhi situasi perasaan tidak aman dan nyaman pada
anak. Meskipun kekerasan psikis tidak meninggalkan luka fisik secara
langsung, namun dampak nya akan membekas dan mengakibatkan trauma
yang mendalam bagi anak yang menjadi korban, selain itu anak akan
mengalami depresi, kehilangan kepercayaan diri, dan di kasus tertentu dapat
mengakibatkan korban berpikir untuk bunuh diri. Dalam undang-undang
nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
Pasal 7 kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa
tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Wujud
konkret dari kekerasan psikis ini seperti penggunaan Kkata-kata kasar,

mempermalukan orang di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-
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kata, kontrol yang berlebihan, caci maki, mengintimidasi dan bentuk
lainnya. *
3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual terjadi ketika seorang anak dipaksa atau
diperlakukan secara seksual, terlibat, menjadi bagian atau menyaksikan
kegiatan seksual dengan tujuan pornografi atau kepuasan seksual bagi
pelaku dengan cara yang tidak wajar. Menurut End Child Prostitution in Asia
Tourism (ECPAT kekerasan seksual adalah hubungan atau interaksi antara
seorang anak dengan yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing,
saudara sekandung atau orang tua dan anak di pergunakan sebagai objek
pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan
menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan, bahkan tekanan. Kegiatan
kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak
badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk kekerasan seksual
itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan. **

Bentuk kekerasan seksual ini adalah memaksa atau mengancam
untuk melakukan aktivitas seksual, menampilkan pornografi, hubungan
seksual, perkosaan, pelecehan dan sebagainya. Anak yang menjadi korban
dari tindakan kekerasan seksual akan menimbulkan dampak traumatis bagi
anak, tidak hanya berdampak pada fisik anak tetapi juga berdampak pada
psikis dan sosial anak. Selain mengalami gangguan pada organ penting
akibat paksaan untuk melakukan kegiatan seksual, anak juga akan
mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya, kurang percaya diri,

depresi, dan cenderung akan lebih tertutup dikarenakan takut akan ancaman

% Wardah Nuroniyah, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, (Lombok: Yayasan
Hamjah Diha, 2022), him. 83-84.

% Meni Handayani,“ Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui
Komunikasi Antar Pribadi Orang Tua Dan Anak”, Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan
DIKMAS ,Vol. 12, No. 1, 2017,him.5.
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dari pelaku, menarik diri dari lingkungan sosial, dan merasa malu untuk
menceritakan hal yang telah dia alami dan cenderung menyalahkan diri
sendiri atas kejadian tersebut. *°

Kekerasan seksual pada anak merupakan pelanggaran hak asasi
manusia dan memiliki dampak yang berkepanjangan. Oleh karena itu
penanganan yang tepat serta peningkatan kesadaran orang tua, masyarakat
menjadi langsung penting untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual
pada anak.

B. Kekerasan Seksual Dalam Perspektif hukum Islam

Islam merupakan agama yang sangat memuliakan umatnya, Islam
adalah agama rahmatan lil'alamin yakni menjadi rahmat bagi seluruh alam .
Islam mengajarkan bahwa seluruh umat manusia memiliki kedudukan yang
sama di hadapan Allah SWT. Baik laki-laki maupun perempuan tidak ada
pembedaan di antara keduanya yang membedakan nya hanyalah tingkat
ketakwaan seseorang kepada Allah SWT. Oleh karena itu Islam memandang
kekerasan termasuk kekerasan seksual merupakan perbuatan yang tercela dan
bertentangan dengan nilai-nilai syariat yang menjunjung tinggi nilai
kehormatan, kesetaraan, kasih sayang, kemuliaan dan hak asasi setiap individu.
Kekerasan seksual dalam Islam merupakan perbuatan yang sangat tercela,
aktivitas seksual hanya boleh dilakukan oleh mereka yang telah menempuh jalur
yang telah di tentukan yakni melalui jalur pernikahan yang sah dan sesuai
dengan syariat, artinya aktivitas seksual yang dilakukan diluar jalur pernikahan
merupakan dosa besar yang mana hal ini sering di sebut dengan zina.

Dalam Al- Qur’an surah Al-isra’ ayat 32 menjelaskan tentang zina. Allah

Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

*0 Fachria Octaviani, Nunung Nurwati, “Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan
Seksual Pada Anak, Jurnal llmu Kesejahteraan Sosial “,Humanitas Fisip Unpas, vol. I11, No. I,
2021,him.3-4.
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“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya (zina) itu adalah

perbuatan keji dan jalan yang buruk” (QS. Al-Israa™: 32)."

Ayat di atas menjelaskan bahwa zina merupakan perbuatan yang keji,
mendekati zina saja tidak diperbolehkan apalagi melakukannya. Apabila ayat
tersebut dapat di pahami secara mendalam, maka segala tindakan yang
berpotensi mengarah kepada zina dapat dihindari . Beberapa contoh aktivitas
yang berpotensi mengarah kepada perbuatan zina adalah bentuk-bentuk
kekerasan seksual seperti mencium atau memegang anggota badan lawan jenis
diluar pernikahan, memberikan komentar yang bersifat seksual , lelucon seksual
dan bentuk lainnya. Artinya kekerasan seksual ini tidak diperbolehkan dalam
ajaran Islam. *

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan, Islam hadir untuk melindungi hak dan martabat manusia serta
melindungi lima prinsip maqgasid syariah (Al-dartriyyat al-khamsah)
Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-
prinsip magasid syariah yaitu:

1. Hifdz ad-Din (menjaga agama) : Syariat Islam melarang segala bentuk
perbuatan yang dapat merusak kesucian dan Kehormatan, termasuk
kekerasan seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

2. Hifdz an-Nafs (menjaga jiwa) : Syariat Islam sangat melindungi
keselamatan jiwa seseorang, dan kekerasan seksual tidak hanya dapat
merusak fisik tetapi psikis atau jiwa korban.

3. Hifdz al-Agl (menjaga akal): Dalam Islam menjaga kesehatan akal dan

pikiran merupakan hal penting, dan kekerasan seksual berdampak pada

1 QS. Al-Isra’ (17) ayat: 32
* Ibid.,4-5.
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psikologi korban yang mana hal ini dapat merusak fungsi akal dan
kesehatan mental.

4. Hifdz an-Nasl (menjaga keturunan): Islam menjaga nasab dan
kehormatan seseorang. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang
dapat membuka kemungkinan adanya keturunan yang tidak sah menurut
syariat, yang mana hal ini tentunya dapat menimbulkan kerusakan nasab
dan stigma sosial bagi korban.

5. Hifdz al-Mal (menjaga harta): Syariat Islam menjaga hak milik atau
harta seseorang. Kekerasan seksual seperti eksploitasi dengan tujuan
ekonomi atau perdagangan manusia, jelas hal ini bertentangan dengan
prinsip syariat.

Kelima prinsip tersebut merupakan kebutuhan dasar bagi umat manusia.
Allah SWT memerintahkan untuk menjaga dan menyempurnakan kelima prinsip
tersebut, dan sebaliknya Allah SWT melarang segala perbuatan yang dapat
mengurangi atau menghilang salah satu dari kelima prinsip tersebut. “Jadi dapat
di pahami bahwa kekerasan seksual dalam Islam merupakan perbuatan yang
tercela dan bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadits. Selain itu kekerasan
seksual juga melanggar tujuan magasid syariah yakni menjaga dan melindungi

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta seseorang.

C. Konsep Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

1. Pengertian Rehabilitasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, rehabilitasi merupakan
proses pemulihan atau perbaikan anggota tubuh yang cacat kepada keadaan
yang semula atas individu, supaya dapat menjadi manusia yang berguna dan

mempunyai tempat di lingkungan masyarakat. Menurut WHO rehabilitasi

“3 Nanda Himmatul Ulya, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan
Seksual Perspektif Negara Dan Magashid Syariah”, Journal of Islamic Law and Family Studies,
\ol. 4, No. 1, 2021, h. 4.
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merupakan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi tubuh dan
mengurangi kecacatan seseorang sehingga mereka dapat berpartisipasi
secara aktif dan berinteraksi dilingkungan yang sehat. **

Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan
Anak Pasal 1 angka 27 Rehabilitasi adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh pihak yang berwewenang dibidangnya untuk mengembalikan
kondisi fisik, mental dan psikososial anak seperti kondisi sediakala.*> Dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka (23)
menyatakan bahwa Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat
pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta
martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau
peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan
yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai
orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini.*

Jadi rehabilitasi merupakan proses pemulihan atau pengembalian
kemampuan seseorang seperti semula. Seseorang yang mengalami suatu
kejadian yang mengguncang mental sehingga kehilangan kemampuannya
memerlukan penyembuhan dan pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial
seperti sediakala.

2. Dasar hukum dan Tujuan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan
seksual.

Dasar hukum Rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual

telah di atur di berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

4 Nur Kemala Putri, dkk, Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan
Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka”, Jurnal llmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol. 1,
No. 2, 2022,him.1-2

> Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 27

* Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka (23) .
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a. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59A
Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan
melalui upaya Rehabilitasi. Pasal ini memberikan penjelasan bahwa
perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual adalah
salah satunya rehabilitasi dengan memulihkan kondisi fisik, psikis
dan sosial anak, membantu anak mengatasi trauma dan rasa takut,
selain rehabilitasi anak juga berhak mendapat perlindungan,
pendampingan pada setiap proses pemeriksaan di pengadilan, serta
edukasi. *’

b. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak Pasal 90 bahwa anak yang menjadi korban
termasuk korban kekerasan seksual, dan atau Anak saksi berhak atas
upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam
lembaga maupun di luar lembaga. “®

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011
Tentang Pembinaan, Pendampingan, Dan Pemulihan Terhadap Anak
Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi Pasal 2 ayat (1) Setiap
anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi wajib dibina,
didampingi, dan dipulihkan kondisi sosial dan kesehatannya
sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang secara sehat. Pasal ini
menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual

berhak mendapatkan pemulihan kondisi fisik dan sosial nya. *°

*" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59A

8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal
90

“9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 Tentang

Pembinaan,
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d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021
Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Pasal 3 ayat (2)
perlindungan Khusus bagi Anak dilakukan melalui upaya
penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi
secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan
gangguan kesehatan lainnya.*

e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024
Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan
Anak Pasal 5 ayat (1) UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA
kabupaten/kota menyelenggarakan  Penanganan, Pelindungan,
Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.>

f. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak
Pasal 31 menyatakan bahwa setiap anak korban kekerasan termasuk
kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan mendapatkan
penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan
secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik
pemerintah maupun non pemerintah.>?

Adapun dalam Islam, tidak terdapat ayat Al-Qur’an yang secara
eksplisit menyebutkan istilah rehabilitasi terhadap anak korban
kekerasan seksual. Namun demikian, konsep perlindungan dan
pemulihan terhadap kelompok rentan, khususnya anak, dapat ditemukan
dalam nilai-nilai Al-Qur’an. Salah satunya terdapat dalam QS. An-Nisa
ayat 9 yang berbunyi:

Pendampingan, Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi
Pasal 2 ayat(1)

0 Pperaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang
Perlindungan Khusus Bagi Anak Pasal 3 ayat (2).

51 peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pasal 5 (1).

%2 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Pasal 31.
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Ol Gl 51155 Gl 3053 i 13 138 24l
“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang Yyang
seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang

lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)
mereka”(QS. An-Nisa’ 4: Ayat 9)

Ayat ini menunjukkan perhatian Islam terhadap kondisi anak
sebagai kelompok yang lemah dan rentan, sehingga perlu adanya
perlindungan agar mereka tidak berada dalam keadaan yang terabaikan
atau mengalami penderitaan. Dalam konteks anak korban kekerasan
seksual, ayat ini dapat dimaknai sebagai dasar normatif bahwa negara
dan masyarakat memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan
serta upaya pemulihan atau rehabilitasi, baik secara fisik, psikis, maupun
sosial, guna menjamin kesejahteraan anak.

Rehabilitasi diberikan dengan tujuan untuk memulihkan kondisi
fisik, psikis dan sosial anak korban kekerasan seksual, sehingga korban
dapat pulih dan kembali beraktivitas secara sehat. Rehabilitasi fisik
bertujuan untuk memulihkan kesehatan tubuh seperti luka-luka, memar
dan sebagainya akibat kekerasan yang dialaminya, juga dapat mencegah
serta menangani adanya resiko kesehatan jangka panjang. Rehabilitasi
psikis bertujuan untuk menyembuhkan trauma, rasa takut, cemas , malu,
serta membantu anak melupakan kejadian buruk yang menimpanya. >
Sedangkan rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial
anak, agar anak dapat beraktivitas dan berinteraksi dengan lingkungan

keluarga, masyarakat dan di sekolah.

°% Dian Putri Patrecia Lubis, Nur Fajarriah Indah, “Oksep Adhayanto, Perlingungan
Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual”, Jurnal IImu Pertahanan,
Hukum dan lImu Komunikasi Vol.1 No.3 Juni 2024,him.6.
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3. Jenis-jenis Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan proses pelayanan yang bertujuan
memulihkan dan mengembalikan kondisi fisik, mental dan sosial seseorang.
Proses rehabilitasi terdiri dari berbagai jenis tergantung pada kebutuhan dan
kondisi korban, jenis rehabilitasi ini di antaranya rehabilitasi medis
(mengembalikan fungsi tubuh), rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi psikologi.
Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pasal 16 ayat (1)
rehabilitasi dilakukan dalam bentuk rehabilitasi medik dan/atau rehabilitasi
sosial.”*
1. Rehabilitasi medik

Rehabilitasi medik merupakan suatu cabang pelayanan kesehatan
yang bertujuan untuk memperbaiki fungsi fisik dan psikososial setiap
individu atau mengurangi dan menghilangkan dampak dari gangguan
fungsi tubuh akibat cedera, cacat, sakit dan lainnya sehingga dapat
mencapai kemandirian secara optimal. >> Rehabilitasi medik atau medis
adalah proses pemulihan menyeluruh yang dilakukan oleh tenaga medis
profesional atau dokter di rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan
obat dan alat oleh tenaga ahli dibidangnya, dengan tujuan untuk
memulihkan fungsi individu dari segi fisik dan mental. Oleh karena itu,
anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual yang menimbulkan
trauma, cedera fisik, gangguan emosional dan lainnya berhak
mendapatkan rehabilitasi medis untuk mengembalikan atau memulihkan
kemampuan tubuh yang terganggu akibat kekerasan yang dialami baik
dari kondisi fisik dan mental nya. Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun

> Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Anak Pasal 16 ayat (1).

*® Imran Safeil, Muhammad Zuhal Darwis, “Tatalaksana Layanan Rehabilitasi Medik
Pasien dengan Dekondisi Im”,UMI Medical Journal Vol.7 ,no. 1,2022,him.2.
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2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak Pasal 16 ayat ( 2), bahwa rehabilitasi medik dapat
dilakukan paling sedikit meliputi:
a. Pemeriksaan kesehatan
Pemeriksaan kesehatan merupakan langkah awal dalam
rehabilitasi medik, pada tahap ini tenaga medis akan melakukan
pemeriksaan secara menyeluruh untuk mengetahui dan
memastikan bagaimana kondisi fisik dan psikologi korban.
Dengan pemeriksaan ini tenaga medis juga dapat mengetahui
tingkat gangguan yang dialami korban , hal ini juga dapat
menentukan metode pemulihan seperti apa yang selanjutnya
diperlukan.
b. Pengobatan
Setelah pemeriksaan, tahap selanjutnya yaitu pengobatan yang
diberikan sesuai dengan kondisi korban, hal ini dapat berupa
pemberian obat-obatan,tindakan medis yang di perlukan untuk
mengurangi atau memulihkan cedera, luka-luka atau sakit yang
dialami.
c. Konseling
Konseling penting dilakukan untuk memberi dukungan psikologi
dan bimbingan bagi anak yang menjadi korban kekerasan
seksual. Dalam hal ini konselor berusaha membantu anak untuk
mengatasi masalah nya, mengelola emosi, dan bisa memahami
kondisi dan masalah yang sedang dihadapinya. Konseling yang
dilakukan diharapkan dapat membantu anak keluar dari masa
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traumatis yang dialami dan dapat kembali menjalankan fungsi
sosial sebagaimana mestinya. °°
d. Terapi
Terapi dalam rehabilitasi medis merupakan proses membantu
anak korban agar pulih dari gangguan fisik,mental ,dan sosial.
Terapi penting dilakukan untuk membantu pemulihan anak
korban ,mengatasi rasa trauma korban, membantu memulihkan
ingatan dari pengalaman buruk yang korban alami, mengubah
pola pikir korban menjadi lebih positif, serta membantu korban
untuk mengatasi situasi yang mungkin dapat mengingatkan nya
pada kejadian buruk yang dia alami. Jadi terapi tidak hanya
memulihkan kondisi fisik, tetapi juga kondisi mental atau
emosional, sehingga anak siap menjalani kehidupan dengan lebih
baik. >’
2. Rehabilitasi Sosial
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial Pasal 1 angka 8 bahwa rehabilitasi Sosial adalah
proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan
seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam
kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial merupakan salah satu bentuk
layanan pemulihan dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi sosial
individu, seperti meningkatkan rasa percaya diri korban, meningkatkan

kemampuan adaptasi sosial , dan lainnya sehingga dapat menjalankan

% Farsya Khairani Adi Ramadhan, dkk, “Konseling Sebagai Metode Pemulihan PTSD
Pada Anak Korban Pelecehan Seksual”, Jurnal Nakula : Pusat IImu Pendidikan, Bahasa dan
lImu Sosial, Vol. 2 No. 2,2024,him.7.

*" Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan
terhadap perempuan dan anak Pasal 16 ayat (2).
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fungsi sosial nya secara wajar. °® Dalam Qanun aceh nomor 9 tahun 2019

tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan

anak Pasal 16 ayat (3) Rehabilitasi sosial paling sedikit meliputi:

a. Pemenuhan kebutuhan dasar
Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan unsur penting untuk
menunjang kelangsungan hidup dan kesehatan korban, kebutuhan
dasar meliputi tempat tinggal yang layak, perlindungan hukum,
layanan kesehatan dan kebutuhan pokok lainnya dengan tujuan untuk
memastikan bahwa korban berada dalam kondisi fisik dan mental
yang stabil.

b. Kerahasiaan identitas
Perlindungan terhadap identitas korban sangat penting dan tidak
boleh disebarluaskan, hal ini bertujuan untuk mencegah adanya
stigma sosial dan tekanan sosial terhadap korban, serta melindungi
privasi dan keamanan korban.

c. Penerimaan di lingkungan keluarga
Memastikan korban dapat diterima kembali oleh keluarganya.
Karena terkadang setelah mengalami kekerasan korban justru
disalahkan dan dikucilkan oleh keluarga, oleh karena itu proses
reintgrasi penting, agar korban merasa diterima, aman, dan didukung
oleh keluarganya, hal ini juga dapat membantu proses rehabilitasi
dapat berjalan dengan baik.

d. Penerimaan di lingkungan masyarakat
Tidak hanya penerimaan dilingkungan keluarga, penerimaan
dilingkungan masyarakat luas juga di perlukan , hal ini bertujuan

agar korban merasa aman untuk berinteraksi secara sosial tanpa

%8 Tri Sandy, “Studi Penanganan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum
Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Bina Remaja Samarinda”, Journal Iimu
Pemerintahan, Vol. 10, No. 1, 2022,him.4.
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adanya diskriminasi, stigma, dan tekanan sosial dari masyarakat.
Karena biasanya anak korban kekerasan seksual cenderung kesulitan
menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga penerimaan
dilingkungan masyarakat ini menjadi kunci untuk mengembalikan
rasa percaya diri korban dan peran sosial nya. *°

3. Rehabilitasi Psikologi

Rehabilitasi psikologi merupakan suatu layanan yang bertujuan
untuk memulihkan kondisi psikis atau mental korban. Anak korban
kekerasan cenderung mengalami trauma yang mendalam, meskipun luka
batin tidak terlihat, namun dampaknya sangatlah nyata, anak akan
merasa takut, depresi, kurang kepercayaan diri, dan sulit untuk
mengelola emosi. Oleh sebab itu rehabilitasi psikologi sangat penting
untuk dilakukan untuk memulihkan kondisi mental anak, mengatasi
gangguan emosional, serta membantu membangun kembali kepercayaan
diri anak korban. Rehabilitasi psikologi dapat berupa terapi psikologi,
konseling, dan pendekatan lainnya yang digunakan sesuatu dengan
kebutuhan korban.

Meskipun perlindungan yang diberikan kepada anak korban
kekerasan seksual pada umumnya bersifat fisik dan psikis, dampak
psikis sering kali lebih sulit dan cenderung memerlukan waktu yang
lebih lama untuk dipulihkan dibandingkan dengan luka fisik. Dampak
yang di alami oleh anak korban kekerasan seksual dapat mengganggu
kestabilan emosionalnya serta perkembangan mental anak. Oleh karena
itu pemulihan trauma psikologi anak menjadi langkah penting yang
harus dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah dan menghindari

kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di kemudian hari seperti trauma

% Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan
Terhadap Perempuan Dan Anak Pasal 16 Ayat (3)
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berkepanjangan, depresi, menarik diri dari lingkungan sosial, bersikap

agresif dan sebagainya. ®

D. Efektivitas Rehabilitasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata efektif berarti memberikan
pengaruh, ada efeknya, ada akibatnya, dapat membawa hasil, berguna dan
berlaku. Pada dasarnya teori efektivitas menekankan pada hasil dan tujuan yang
ingin di capai. Menurut Mesiono Efektivitas adalah sejauh mana tingkat
keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan dalam melayani
masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan. ®* Menurut (Cambell,
2014 dalam Nesti Ariani dkk, 2024) efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat
kemampuan suatu lembaga atau organisasi dalam menjalankan tugas-tugas
pokoknya serta mencapai sasaran yang telah di tetapkan sebelumnya. Lebih
lanjut Nesti Ariani dkk menyebutkan bahwa efektivitas merupakan indikator
yang digunakan untuk mengukur atau menilai keberhasilan suatu organisasi
dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Apabila suatu organisasi dapat
mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan berjalan dengan
efektif. Semakin banyak suatu rencana dapat diwujudkan, maka semakin tinggi
pula tingkat efektivitas dari kegiatan. ®

Menurut Seorjono Soekanto efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh
mana tingkat keberhasilan suatu kelompok dalam mencapai tujuannya. Aturan

hukum dikatakan efektif apabila mampu memberikan dampak positif dalam

®0 Saras Hanin Qamini , Diana Lukitasari, “Implementasi Pemulihan Trauma Psikologis
Anak Korban Di Pusat Pemulihan Trauma Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
Dan Anak (P2tp2a) Kota Depok”, Recidive Volume 8 No. 2,2019,HIm.2.

®% Mesiono, Efektivitas Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah Perspektif Ability And
Power Leadership, (Yogyakarta: Perkumpulan Program Studi Managemen Pendidikan Islam,
2018), him. 45.

®2 Nesfi Ariyani, dkk, Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-kinerja Pegawai Pada Kantor
Camat Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Jurnal Manajemen Sumber Daya
Manusia, Vol. 1,No.3, 2024,him.4.
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mengubah dan mengarahkan perilaku manusia sesuai dengan ketentuan hukum.
% Nur Paikah dalam buku sosiologi hukum menyebutkan bahwa pada
hakikatnya, efektivitas hukum tidak terlepas dari bagaimana hukum itu
diterapkan, dijalankan, dan ditegakkan dalam masyarakat agar tujuan hukum
dapat tercapai. Untuk itu hukum harus benar-benar berlaku baik secara filosofis,
yuridis, dan sosiologis. ® berdasarkan pendapat para ahli yang telah di uraikan
diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan indikator atau alat ukur
yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan dari rencana yang telah di
tetapkan sebelum nya oleh individu, organisasi, atau lembaga. Dan efektivitas
hukum adalah keberhasilan, efek atau akibat positif dari hukum itu sendiri.
Menurut Seorjono Soekanto, dalam teori efektivitas hukum, efektif atau
tidaknya suatu hukum dapat dilihat dari 5 faktor® sebagai berikut:
1. Faktor hukumnya sendiri
Dalam penerapannya, hukum mengandung unsur keadilan, kepastian
hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.®® Faktor hukum ini meliputi:
a. Kejelasan norma
b. Konsistensi antar peraturan
c. Tersedianya peraturan pelaksana
d. Kesesuaian dengan asas hukum
Semakin berkualitas suatu peraturan hukum yang berlaku, maka
semakin efektif penegakan hukumnya. Sebaliknya apabila suatu peraturan

hukum ditanggapi tidak baik, maka dalam penegakan hukumnya akan

%% Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi, (Bandung: CV.
Ramadja Karya, 1988), him. 80.

® Nur Paikah, Sosiologi Hukum, ( Sulawesi Selatan: Cendekiawan Indonesia Timur,
2023), him. 105.

%% Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, (
Jakarta:PT Raja Grafindo Prasarana,2008), him. 8.

® Isya Anung Wicaksono, Fatma Ulfatun Najicha, Penerapan Asas Ultimum
Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup, Pagaruyuang Law Jurnal,
Vol. 5 No. 1, 2021,him.4.
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mengalami berbagai hambatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
efektivitas dari penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas hukum
itu sendiri. Dalam konteks ini, UPTD PPA dalam pelaksanaan perlindungan
anak berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan anak dan Undang-
Undang lainnya yang berkaitan dengan pencegahan dan perlindungan
kekerasan seksual terhadap anak.

2. Faktor penegak hukum

Penegakan hukum dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum yang
diharapkan dapat memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan
bagi masyarakat. Aparat penegak hukum secara umum mencakup kepolisian,
kejaksaan, kehakiman, advokat (pengacara) , dan lembaga pemasyarakatan.
Keberhasilan hukum dalam masyarakat bukan hanya ditentukan Faktor
kepribadian dan mentalitas aparat penegak hukum dapat menentukan
efektivitas penerapan hukum. Faktor penegak hukum meliputi:

a. Integritas aparat penegak hukum.
b. Kemampuan atau kompetensi aparat penegak hukum.
¢. Koordinasi antar aparat penegak hukum.

Penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum harus dilandasi oleh
keadilan, kebenaran, dan kejujuran agar hukum dapat diwujudkan oleh
setiap lembaga penegak hukum.®” Oleh karena itu, dalam mewujudkan
penegakan hukum yang efektif, tidak hanya mengandalkan aturan hukum
yang baik, tetapi juga aparat penegak hukum yang memiliki integritas dan

pemahaman hukum yang baik.

3. Sarana dan prasarana

% Yusuf Daeng dkk, Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Pidana Di Indonesia, Journal Of Social Science Researc, Vol. 3, No. 5 2023, him. 7.
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Keberhasilan penegakan hukum sangat di tentukan oleh sarana dan
prasarana atau fasilitas yang mendukung. Sarana dan prasarana ini meliputi:
a. sumber daya manusia yang terampil dan memadai.
b. organisasi yang baik.
c. fasilitas yang memadai.
d. dukungan anggaran.

Oleh karena itu sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat
penting dalam penegakan hukum, tanpa adanya fasilitas yang memadai,
maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat merupakan elemen penting dalam keberhasilan
penegakan hukum. Masyarakat bukan hanya sebagai objek hukum, tetapi
juga sebagai penentu sejauh mana penegakan hukum itu berjalan efektif.
Dalam penerapan hukum, partisipasi masyarakat sangat diperlukan, karena
keberhasilan dari penegakan hukum sangat bergantung pada tingkat
kesadaran hukum vyang dimiliki oleh masyarakat. Faktor masyarakat
meliputi:

a. Tingkat kesadaran hukum masyarakat.
b. Tingkat kepatuhan terhadap hukum.
c. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.

Semakin tinggi kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat, maka
semakin efektif pula hukum tersebut dijalankan. Oleh karena itu kesadaran
hukum dan keterlibatan masyarakat menjadi unsur yang penting dan tidak
dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum.

5. Faktor budaya

Keberadaan hukum dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari
pengaruh budaya, nilai-nilai, norma, serta praktik yang dijalankan dalam
masyarakat. Budaya dapat mempengaruhi tingkat efektivitas penegakan
hukum Faktor budaya meliputi:
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a. Nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.
b. Kebiasaan atau pola perilaku terhadap hukum.
c. Cara pandang masyarakat terhadap hukum.

Semakin baik budaya dalam suatu masyarakat, semakin baik pula
penerapan hukum nya, sebaliknya jika kebiasaan dan budaya dalam suatu
masyarakat bertentangan dengan hukum, maka semakin sulit penegakan
hukum dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan hukum dalam
masyarakat berfungsi untuk mengatur kepentingan masyarakat agar tidak
saling bertentangan, sehingga dapat tercipta keteraturan sosial.®®

Kelima faktor ini saling berkaitan dan dapat mempengaruhi
efektivitas penegakan hukum dalam suatu lembaga. Apabila kelima faktor di
atas yakni faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat
dan budaya dapat terpenuhi dalam sebuah lembaga maka dapat dikatakan

hukum sudah berjalan secara efektif.

®8 Susiana Kifli, Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Terhadap Pengaruh Negatif
Perkembangan Cyber Crime, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”, Vol.9, No. 1, 2025,him.6.



BAB TIGA
EFEKTIVITAS REHABILITASI TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI UPTD PPAACEH

A. Profil Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak

1. UPTD PPA

Unit Pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dana anak
atau UPTD PPA merupakan unit yang bertugas untuk menjalankan
program perlindungan terhadap perempuan dan anak ditingkat daerah.
Unit ini berada di bawah pengawasan dinas pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak (DP3A). Unit ini dibentuk berdasarkan peraturan
Gubernur Aceh Nomor 59 tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 27
Agustus 2019.

Sejak awal didirikan, unit pelaksana teknis daerah perlindungan
perempuan dan anak dibentuk berdasarkan sejumlah dasar hukum, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan
daerah

b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah.

c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Ri No. 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Pemerintah
Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Dan Peraturan Gubernur Aceh Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Dan Tata Kerja.

d. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2019 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja
UPTD PPA.

46
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e. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi
Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Dan Lembaga Daerah
Provinsi Aceh.
f. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Memaksukkan Biro
Pemberdayaan Perempuan Dalam Struktur Organisasi Sekretariat
Daerah Provinsi Aceh .
g. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak.
h. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 58 Tahun
1999 Tanggal 26 November 1999 Tentang Biro Pemberdayaan
Perempuan Dan Sekretariat Aceh.
2. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian yang penulis gunakan adalah unit pelaksana teknis
daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) yang beralamat di
jalan Tgk. Batee Timoh. No. 2.Jeulingke kecamatan Syiah Kuala, kota
Banda Aceh.
3. Tugas dan Fungsi UPTD PPA
Berdasarkan peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 tahun 2019 tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPTD PPA,
Pasal 5 ayat (1) : UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak
yang mengalami kekerasan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan
hukum, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya bidang
perlindungan perempuan dan anak. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami

kekerasan;



48

b. Pelaksanaan layanan bagi perempuan dan anak yang berhadapan
dengan hukum;

c. Pelaksanaan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami
diskriminasi;

d. Pelaksanaan layanan bagi perempuan dan anak yang memerlukan
perlindungan khusus

e. Pelaksanaan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami
permasalahan lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak;

f. Pelaksanaan penerimaan pengaduan dan klarifikasi;

g. Pelaksanaan pengelolaan tindakan lanjut kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak;

h. Pelaksanaan pengembangan sistem rujukan;

I. Pelaksanaan perlindungan sementara/rumah aman;

J. Pelaksanaan mediasi;

k. Pelaksanaan pendampingan dan pemulihan; dan

|. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.®®

4. Tugas pokok UPTD PPA

a. Pasal 6 menyebutkan bahwa kepala UPTD PPA mempunyai tugas
memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional
dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang
mengalami kekerasan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan
hukum, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya
bidang perlindungan perempuan dan anak. Dalam melaksanakan
tugasnya, kepala UPTD PPA mempunyai fungsi:
1) Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan perempuan dan anak

yang mengalami kekerasan;

%9 peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPTD PPA, Pasal 5
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2) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian layanan bagi
perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum;

3) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian layanan bagi
perempuan dan yang mengalami diskriminasi;

4) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian layanan bagi
anak yang memerlukan perlindungan khusus;

5) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian layanan bagi
perempuan dan anak yang mengalami permasalahan lainnya
bidang perlindungan perempuan dan anak;

6) Pelaksanaan dan pengkoordinasian penerimaan pengaduan dan
Klarifikasi;

7) Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan tindak lanjut
kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;

8) Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengembangan sistem
rujukan;

9) Pelaksanaan dan pengkoordinasian perlindungan
sementara/rumah aman;

10) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian mediasi;

11) Pelaksanaan pendamping dan pemulihan;

12) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

13) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

14) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
kepala dinas. "

b. Subbagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
penyusunan program Kerja, pengelolaan urusan umum, rumah

tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan

" peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja UPTD PPA, Pasal 6.
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masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan

UPTD PPA. Dalam menyelenggarakan tugasnya, subbagian tata

usaha mempunyai fungsi:

1) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, aset, peralatan,
perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan
perpustakaan;

2) Pelaksanaan pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;

3) Penyusunan rencana kerja dan anggaran;

4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

5) Penyimpanan  data, informasi  dan  penyelenggaraan
inventarisasi;dan

6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
kepala UPTD. "

c. Seksi pengaduan dan Kklarifikasi mempunyai tugas melaksanakan
penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat. Dalam
melaksanakan tugasnya seksi pengaduan dan klarifikasi mempunyai
tugas:

1) Pelaksanaan penerimaan dan Klarifikasi pengaduan masyarakat;

2) Pelaksanaan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak
langsung;

3) Pelaksanaan pembangunan dan pengendalian sistem rujukan;

4) Pelaksanaan pengelolaan kasus;

5) Pelaksanaan perlindungan dan fasilitas rumah aman sementara
bagi korban;

6) Pelaksanaan proses dokumentasi kasus berbasis teknologi

informasi;

" Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja UPTD PPA, pasal 7
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7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;dan
8) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
kepala UPTD. "

d. Seksi tindak lanjut kasus mempunyai tugas melaksanakan mediasi,
memberi informasi dan pendampingan hukum, melakukan konseling
dan terapi, melakukan pemeriksaan psikologi, pendampingan korban,
pemulihan dan reintegrasi. Dalam melaksanakan tugasnya seksi
tindakan lanjut kasus mempunyai fungsi:

1) Pelaksanaan mediasi;

2) Pelaksanaan pendampingan hukum pada saat proses diversi,
restitusi dan peradilan serta bantuan hukum lainnya;

3) Pelaksanaan pendampingan, konseling, fasilitasi terapi, dan
reintegrasi sosial;

4) Pelaksanaan pemulihan korban;

5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
kepala UPTD. "

5. Visi dan Misi UPTD PPA
Visi UPTD PPA Aceh ialah “ perempuan dan anak Aceh dapat hidup

sejahtera dan bebas dari segala tindakan kekerasan”. Dan misi dari UPTD
PPA Aceh ialah:

1. Menyediakan berbagai layanan bagi perempuan dan korban

kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan

kesetaraan keadilan gender.

"2 peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja UPTD PPA, Pasal 8.
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja UPTD PPA, pasal 5-9.



52

2. Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk
meningkat kemampuan, keterampilan dan kemandirian.

3. Meningkat peran serta masyarakat dan pemangku kepenting
(stakeholder) dalam  menyelenggarakan  pelayanan terpadu

pemberdayaan dan perlindungan anak.

6. Struktur UPTD PPA

Kepala UPTD
Kelompok Jabatan
Fungsional
I 8 1
Kepala Sub Bagian Kepala Seksi Kepala Seksi
Tata Usaha Penerimaan dan Klarifikasi Tindak Lanjut Kasus
Pengadministrasi Konselor |2 Konselor
Umum (Psikologi/Hukum) (Psikologi/Hukum)
— Pengemudi Penjaga Asrama s Mediator

—— Penjaga Keamanan

Gambar 1: Struktur Organisasi UPTD PPA Aceh

B. Rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan
oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Unit Pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak
merupakan suatu lembaga yang di bentuk pemerintah daerah dalam memberikan

layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi,
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perlindungan khusus dan masalah lainnya. ™ UPTD PPA juga memfasilitasi
kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan diskriminasi
termasuk kebutuhan layanan pemulihan atau rehabilitasi yang dalam hal ini
UPTD PPA memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi terhadap anak
korban kekerasan. Rehabilitasi dapat di maknai sebagai upaya pemulihan dan
pembinaan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi awal seorang individu
sekaligus upaya perbaikan perilaku menyimpang agar individu tersebut dapat
beradaptasi kembali dengan lingkungan masyarakat serta dapat menjalankan
fungsi sosial nya sebagai warga negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurjanisah sebagai staf kasi tindak
lanjut menyatakan bahwa UPTD PPA Aceh memberikan layanan pemulihan atau
rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan meliputi pemulihan secara fisik,
psikis dan sosial. Rehabilitasi diberikan secara berkala dimulai sejak adanya
pelaporan atau pengaduan dari masyarakat seperti dalam kasus anak korban
kekerasan seksual yang menunjukkan adanya luka fisik seperti pada area vital,
maka UPTD PPA Aceh akan segera melakukan pemulihan secara fisik dengan
melakukan rujukan ke rumah sakit. Jadi rehabilitasi tidak dilakukan sekaligus
tetapi bertahap, baik rehabilitasi secara fisik, psikologi, dan sosial melalui
pendampingan dari UPTD PPA sesuai dengan kebutuhan korban. Secara teknis
UPTD PPA menjalankan enam jenis layanan dalam kegiatannya, yaitu:

e. Layanan pengaduan masyarakat

f. Layanan penjangkauan kasus

g. Layanan pengelolaan kasus

" Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 tahun
2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
Dan Anak, Pasal 1.

’® Karisma Nilam Ayuandani, Hervina Puspitosari, Implementasi Rehabilitasi terhadap
Anak sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan
Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung), Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas
Akhir, Vol. 2 No. 3 2022,hIm.5.
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h. Layanan penampungan sementara
I. Layanan mediasi (kecuali kasus kekerasan seksual terhadap anak)
J. Pendamping kasus

a. Kesehatan

b. Pemulihan/ psikologi.

Bentuk pemulihan atau rehabilitasi yang diberikan UPTD PPA Aceh
terhadap anak korban kekerasan sebagai berikut:
1. Pemulihan fisik

UPTD PPA tidak hanya menyediakan layanan pendampingan hukum
dan psikologi, tetapi juga menyediakan dan memfasilitasi layanan kesehatan
atau rehabilitasi fisik bagi anak korban kekerasan seksual. Rehabilitasi fisik
diberikan dengan tujuan untuk memulihkan atau mengembalikan fungsi fisik
anak korban yang mengalami luka atau cedera akibat tindakan kekerasan
yang dialami secara menyeluruh.

Dari hasil wawancara, apabila terdapat laporan mengenai anak
korban kekerasan seksual yang mengalami luka fisik pada bagian tertentu
seperti pada area vital korban, maka UPTD PPA akan melakukan assesment
atau penilaian awal terhadap kondisi korban. Apabila dibutuhkan
penanganan medis, maka selanjutnya UPTD PPA akan melakukan rujukan
ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang telah menjalin kerja sama
dengan UPTD PPA Aceh agar korban kekerasan mendapatkan penanganan
secara cepat dan tepat. Untuk mempermudah koordinasi dan memastikan
penanganan medis yang sesuai dengan kondisi korban dan dilakukan oleh
tenaga kesehatan profesional, UPTD PPA bekerja sama dengan beberapa
fasilitas kesehatan seperti rumah sakit Zainal Abidin, rumah sakit ibu dan
anak (RSIA), rumah sakit jiwa dan rumah sakit Bhayangkara. Dengan
demikian meskipun UPTD PPA tidak memberikan rehabilitasi atau
pemulihan fisik secara langsung, namun UPTD PPA memiliki peran yang

sangat penting dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan penanganan
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kesehatan untuk membantu proses pemulihan kondisi fisik anak korban
kekerasan seksual.”
2. Konseling Psikologi

Dalam pelaksanaan perlindungan anak UPTD PPA juga memberikan
layanan konseling. Layanan konseling sangat di perlukan dengan tujuan
untuk mencegah trauma yang berkepanjangan terhadap anak korban dan
untuk pemulihan atau rehabilitasi psikologi kepada anak korban melalui
pendampingan psikologi. Anak korban kekerasan sering mengalami dampak
psikologi yang dapat mempengaruhi emosional mereka seperti perasaan
cemas, stres, takut, trauma hingga gejala psikotik seperti berbicara sendiri
dan halusinasi. Untuk mengatasi dampak tersebut, UPTD PPA memberikan
layanan konseling pada anak korban melalui seseorang ahli psikolog dengan
memberikan dukungan emosional, membantu anak korban dalam mengelola
emosinya, mengatasi trauma dan membantu pemulihan psikis akibat
kekerasan yang di alami korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Endang, psikologi forensik di
UPTD PPA Aceh, pemulihan psikologi korban diberikan secara berkala
sesuai dengan kondisi korban. Sebelum adanya persidangan, korban terlebih
dahulu diberikan penguatan psikologi oleh seorang psikolog untuk menjaga
stabilitas mental nya dan pemulihan psikologi secara mendalam akan
diberikan setelah proses persidangan. Apabila korban menunjukkan gejala
psikotik seperti berbicara sendiri atau halusinasi, maka penanganannya
bukan lagi di ranah psikolog tetapi akan ditangani oleh psikiater yang telah
menjalin kerjasama dengan UPTD PPA seperti psikiater rumah sakit jiwa
dengan dukungan obat-obatan. Psikologi forensik UPTD PPA juga bisa

"® Hasil wawancara dengan Nurjanisah, Staf Kasi Tindakan Lanjut di UPTD PPA Aceh,
Jumat, 9 Januari 2026.
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berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam menjaga kondisi psikologi
anak dalam proses penyelidikan penyidikan, dan proses persidangan.

Dalam proses penanganan psikologi, psikolog UPTD PPA Aceh
menggunakan empat metode yaitu observasi untuk menilai kondisi
emosional dan perilaku korban, baterai tes atau alat tes psikologi untuk
mengetahui tingkat stres dan trauma anak, wawancara untuk memahami
pengalaman dan faktor psikologi yang dapat mempengaruhi proses
pemulihan korban, dan terakhir pemeriksaan psikologi. Keempat metode ini
digunakan untuk mengetahui strategi pemulihan apa yang tepat untuk
digunakan sesuai dengan kondisi korban. Dengan demikian UPTD PPA
memegang peran penting dalam membantu memulihkan kondisi psikologi
korban, tidak hanya sebagai fasilitator tetapi juga koordinator pemulihan
psikologi korban secara terstruktur yang melibatkan berbagai pihak
profesional.

3. Rehabilitasi sosial

Selain menyediakan pendampingan hukum dan pemulihan psikologi,
UPTD PPA Aceh juga berperan penting dalam proses rehabilitasi sosial
anak korban. Berdasarkan peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2016
Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, Pasal 1 angka 1, bahwa
rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk
memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosial nya secara
wajar dalam kehidupan masyarakat. Anak yang menjadi korban kekerasan
seksual sering mengalami stigma, isolasi sosial, dan penurunan rasa percaya
diri akibat dari tindakan kekerasan yang dialami. Oleh karena itu rehabilitasi
sosial menjadi langkah penting untuk mengatasi masalah sosial dan
membangun kembali lingkungan sosial yang aman sehat bagi anak korban.

Dalam praktik pelaksanaan nya, UPTD PPA tidak secara langsung
memberikan rehabilitasi sosial, melainkan melalui kerja sama dan

mekanisme rujukan ke dinas sosial yang memiliki kewenangan teknis dan
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memiliki program khusus rehabilitasi sosial. Meskipun demikian, UPTD
PPA tetap memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan mengkoordinasi
layanan rehabilitasi sosial. UPTD PPA akan mengidentifikasi kebutuhan
korban, dengan assessmen awal terhadap kondisi sosial anak korban, dan
apabila korban memerlukan layanan rehabilitasi sosial, maka UPTD PPA
akan merujuk dan menjalin koordinasi dengan dinas sosial agar korban dapat
memperoleh layanan yang dibutuhkan seperti pendampingan sosial,
pemenuhan kebutuhan dasar korban dan reintegrasi sosial agar korban dapat
kembali melaksanakan fungsi sosial nya baik dilingkungan keluarga maupun
masyarakat. Oleh karena itu meskipun layanan rehabilitasi sosial tidak
secara langsung diberikan oleh UPTD PPA, lembaga ini memiliki peran
penting dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan layanan sosial yang
dibutuhkan oleh korban. '

Berikut alur penanganan anak korban kekerasan seksual.

Klien/ masyarakat

»

Datang sendiri

Rujukan = Petugas penerima - Assesmen/ kebutuhan
: v v v
Perjangkauan
Layanan Layanan Layanan
hukum psikologi rohanian
Terminasi dan kasus selsai

Monitoring dan evaluasi

" Hasil Wawancara Dengan Endang, Psikologi Forensik UPTD PPA Aceh, Jum'at 9
Januari 2026.
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Gambar 2: Bagan Mekanisme Penanganan Anak Korban Kekerasan Di UPTD
PPA Aceh

Berdasarkan hasil wawancara salah satu kasus kekerasan yang
ditangani oleh UPTD PPA Aceh adalah kasus kekerasan seksual terhadap
anak perempuan yang selanjutnya disebut anak A, yang dilakukan oleh ayah
kandung nya sendiri yang selanjutnya disebut pelaku B, dan paman kandung
nya yang disebut pelaku C. Sebelumnya ibu korban telah meninggal dunia,
dan korban tinggal bersama ayah kandung nya sebelum kasus tersebut
terungkap. Terungkapnya kasus ini berawal dari kecurigaan masyarakat
sekitar yang melihat adanya perubahan perilaku anak A , yang sebelumnya
anak A dikenal ceria, menjadi sering termenung dan menyendiri. Dari
kepedulian tersebut, masyarakat menanyakan kondisi anak A, hingga
akhirnya korban menceritakan dan mengungkapkan bahwa dia mengalami
pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung nya sendiri. Untuk
menindaklanjuti pengakuan tersebut, kemudian masyarakat membantu anak
A selalu korban untuk melapor kepada pihak kepolisian. Setelah laporan
diterima, kepolisian melakukan proses hukum awal seperti pemeriksaan,
visum, dan pengamanan terhadap korban. Dalam hal ini kepolisian merujuk
dan mengkoordinasikan kasus tersebut dengan UPTD PPA lembaga yang
berwenang memberikan perlindungan, penanganan dan pemulihan terhadap
anak korban kekerasan seksual.

Setelah menerima rujukan dari kepolisian, UPTD PPA melakukan
assessment yang dilakukan bersama dengan dinas sosial dan DP3A dengan
tujuan untuk mengetahui kondisi psikologi korban, tingkat kerentanan dan
layanan apa yang dibutuhkan oleh korban. Hasil assessment menunjukkan
bahwa, tidak memungkinkan bagi korban untuk tinggal kembali bersama
keluarga nya, karena pelaku nya sendiri adalah ayah kandung nya dan
anggota keluarga dekat. Berdasarkan hasil assessment tersebut, UPTD PPA

mengambil langkah perlindungan dengan penempatan sementara anak di
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rumah neneknya. Namun dalam pelaksanaan nya, ditemukan adanya
keterbatasan di keluarga nenek nya antara lain, keterbatasan ekonomi,
keterbatasan akses pendidikan, serta lingkungan sosial yang kurang
mendukung dalam proses rehabilitasi dan pemulihan anak korban. Sebagai
upaya lanjutan, UPTD PPA menghubungkan anak korban ke lembaga
layanan sosial dan pendidikan antara lain sentra Darussa‘adah, yang di nilai
mampu memberikan lingkungan yang lebih aman bagi korban, dan
mendukung proses pemulihan anak korban. Namun, dalam upaya
penempatan tersebut mengalami penolakan dari keluarga korban dan anak
memberontak yang disebabkan oleh kondisi psikologi korban dan karena
adanya tekanan sosial akibat kasus yang sempat menjadi perhatian publik,
sehingga anak korban tinggal kembali di rumah neneknya.

Dalam tahap proses hukum, UPTD PPA memberikan layanan
pendamping hukum, dan juga psikolog. Pada proses hukum sebelum
persidangan, UPTD PPA terlebih dahulu memberikan penguatan terhadap
korban agar korban merasa aman, memberikan dukungan emosional agar
mental korban lebih stabil dan dapat menghadapi proses persidangan dengan
baik. Adapun pemulihan secara berkelanjutan dilakukan setelah proses
persidangan dilakukan, mencakup pemulihan psikologi, rehabilitasi sosial
dan pendidikan terhadap anak korban, yang mana dalam proses pemulihan
tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dari korban. Dalam
proses ini, UPTD PPA bekerja sama dengan LPSK dan dinas sosial dalam
rangka pemenuhan hak-hak korban. Berdasarkan putusan pengadilan, pelaku
B dijatuhkan hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara, adapun pelaku C
sempat berstatus sebagai buronan selama 4 tahun sebelum akhirnya
diamankan. Setelah proses persidangan, anak korban mendapatkan layanan
rehabilitasi dan pemulihan psikologi yang dilakukan oleh tenaga profesional.
Namun proses rehabilitasi dan pemulihan tersebut tidak berjalan secara
maksimal, di karenakan keluarga dan korban menunjukkan sikap tidak
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kooperatif ~ dan kurang mendukung proses pemulihan anak korban,
kemudian tempat tinggal korban yang jauh juga menjadi kendala dalam
pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan secara berkelanjutan. Kondisi ini
semakin sulit dikarenakan anak A kembali menjadi korban kekerasan oleh
tetangga neneknya. Hasil pemeriksaan psikiater menunjukkan bahwa korban
mengalami perubahan perilaku yang mengarah pada gangguan psikotik.
Untuk menanggapi kondisi tersebut, UPTD PPA kembali berkoordinasi
dengan kepolisian, dinas sosial, petugas sosial dan LPSK dalam memberikan
perlindungan, penanganan dan pemulihan akibat kekerasan lanjutan yang
dialami oleh korban. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh
UPTD PPA, baik itu penempatan rumah aman dan pemulihan, upaya
tersebut kembali mengalami penolakan dan sikap tidak kooperatif dari
korban dan keluarga.

Setelah  seluruh  tahapan penanganan dilakukan, dengan
mempertimbangkan putusan pengadilan, UPTD PPA juga sudah melakukan
konseling yang bekerjasama dengan dinas sosial sehingga kondisi korban
semakin membaik dari sebelumnya, dan keterbatasan dalam pelaksanaan
rehabilitasi dan pemulihan lanjutan, UPTD PPA akhirnya mengambil
keputusan untuk melakukan terminasi kasus . Terminasi ini dilakukan
dengan pertimbangan bahwa UPTD PPA telah memberikan layanan yang
maksimal kepada korban sesuai dengan kewenangan lembaga, meskipun
hasil pemulihan dan rehabilitasi belum optimal dikarenakan berbagai faktor
salah satunya sikap tidak kooperatif dari korban dan keluarga yang menolak
untuk melakukan pemulihan secara berkelanjutan. Dalam kasus ini dapat
kita lihat bahwa penanganan dan pemulihan yang dilakukan oleh UPTD PPA

sudah maksimal, namun adanya faktor-faktor tertentu yang dapat
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mempengaruhi tingkat keberhasilan dan keberlangsungan dalam pemulihan
anak korban.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Nurjanisah Kasi
tindak lanjut di UPTD PPA Aceh, diketahui bahwa dalam pelaksanaan
layanan rehabilitasi atau pemulihan korban terdapat beberapa kendala yang
dapat mempengaruhi efektivitas layanan pemulihan korban. Kendala
tersebut muncul baik dari faktor keterbatasan sumber daya manusia,
kurangnya dukungan dari keluarga korban, kondisi psikologi korban , dan
faktor keamanan yang dihadapi oleh korban selama berlangsung nya proses
pemulihan. Berikut faktor kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam
memberikan pemulihan terhadap Anak korban kekerasan seksual:

1. Kurangnya dukungan dari keluarga korban

Salah satu hambatan utama UPTD PPA dalam pelaksanaan
rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual adalah kurangnya
dukungan dari keluarga korban. Padahal, keluarga memiliki peran yang
sangat penting dalam memberikan dukungan moral, rasa aman,
perlindungan untuk membantu upaya pemulihan korban, khususnya bagi
korban yang masih sangat bergantung pada keluarga nya. Keluarga
diharapkan dapat menjadi pelindung utama korban dari berbagai
ancaman yang dapat membahayakan kondisi fisik dan psikologi korban .

Hasil wawancara menunjukkan bahwa, ditemukan terdapat
beberapa keluarga korban tidak secara konsisten mengikuti proses
pemulihan yang diberikan oleh UPTD PPA. Beberapa keluarga justru
menolak untuk membantu dan bekerja sama dengan UPTD PPA dalam
menyelesaikan kasus yang sedang ditangani. Selain itu, dalam beberapa

kasus , beberapa keluarga tidak secara konsisten melakukan proses

’® Hasil wawancara dengan Nurjanisah, Kasi Tindakan Lanjut UPTD PPA Aceh, Jum’at
30 Januari 2026.
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pemulihan hingga selesai. Ketika proses pemulihan masih berlangsung,
keluarga berhenti mendampingi korban dan tidak lagi datang ke UPTD
PPA. Ketidakkonsistenan dan kurangnya dukungan dari keluarga ini
berdampak pada terkendala nya proses pemulihan yang diberikan UPTD
PPA.
2. Kurangnya keterbukaan korban dan keberanian keluarga

Sebagaimana disampaikan oleh informan dalam wawancara
bahwa hambatan lain yang dihadapi oleh UPTD PPA berkaitan dengan
psikologi yaitu keterbukaan anak korban. Diketahui bahwa banyak anak
korban kekerasan yang mengalami trauma mendalam, perasaan takut,
cemas, dan rasa tidak percaya kepada orang lain akibatnya korban sulit
untuk menceritakan kejadian kekerasan yang dialaminya. Selain itu
kurangnya keberanian korban dan keluarga dalam melaporkan peristiwa
kekerasan yang dialami oleh korban ke pihak yang berwenang,
dikarenakan adanya pandangan bahwa peristiwa tersebut merupakan aib
keluarga dan kekhawatiran terhadap adanya stigma negatif dari
masyarakat.
3. Keterbatasan tenaga psikolog

Selain faktor kendala yang berasal dari korban dan keluarga,
kendala lain yang dihadapi olen UPTD PPA adalah kekurangan tenaga
psikolog yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang menjadi
kendala dalam menghadirkan tenaga psikolog yang memadai akibat
keterbatasan anggaran operasional. Tenaga psikolog memiliki peran yang
sangat penting dalam membantu anak korban untuk pulih dari trauma
psikologi akibat kekerasan yang dia alami. Keterbatasan tenaga psikolog
ini menyebabkan proses pendamping dan pemulihan psikologi anak
berlangsung lebih lama untuk memastikan bahwa setiap korban
mendapatkan penanganan yang maksimal. Kondisi ini menjadi lebih
rumit, dikarenakan UPTD PPA Aceh berfungsi sebagai UPTD pusat,
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yang tidak hanya menangani kasus di wilayah setempat tetapi juga kasus
rujukan dari UPTD PPA tingkat kabupaten/kota.

Tabel Jumlah kasus Anak Korban Kekerasan

Jumlah Bentuk kekerasan
No. | Tahun | Jenis kelamin
kasus Fisik | Psikis | Seksual
Laki-laki 22
1. 2023 2 42 11
Perempuan 26
Laki-laki 20
2. 2024 18 44 8
Perempuan 31
Laki-laki 19
3. 2025 6 29 13
Perempuan 21

Data dari UPTD PPA Aceh

Berdasarkan data dari tabel di atas bahwa kasus kekerasan
terhadap anak dari tahun 2023-2025 tergolong cukup tinggi, hal ini
menunjukkan UPTD PPA memiliki tuntutan pelayanan yang cukup
besar, terutama layanan pemulihan psikologi anak korban kekerasan.”
Disisi lain UPTD PPA bukan hanya menangani kasus kekerasan terhadap
anak, tetapi juga menangani kasus kekerasan terhadap perempuan,
sehingga kebutuhan layanan oleh tenaga psikolog semakin mendesak.
Oleh sebab itu, mengingat jumlah kasus yang cukup tinggi, ketersediaan
tenaga psikolog di UPTD PPA menjadi sangat penting agar layanan
pemulihan korban dapat dijalankan secara optimal.

4. Keterbatasan dukungan pembiayaan medis bagi korban kekerasan

Kendala lain dalam proses pemulihan atau rehabilitasi bagi
korban di UPTD PPA adalah keterbatasan pembiayaan medis korban
kekerasan. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa di

beberapa kasus, terutama kasus korban kekerasan seksual atau kekerasan

9 Data dari UPTD PPA Aceh
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fisik yang berat seperti korban disiram air keras, korban memerlukan
perawatan di rumah sakit. Namun bagi korban kekerasan, BPJS korban
tidak selalu dapat digunakan, sehingga dalam hal ini UPTD PPA harus
menyediakan biaya tambahan untuk perawatan korban. Meskipun UPTD
PPA juga bekerja sama dengan baitulmal dalam mendukung biaya
pengobatan korban, dana dari baitulmal bersifat terbatas dan
dialokasikan untuk keperluan sosial lainnya. Hal ini juga menjadi
hambatan utama dalam memastikan proses rehabilitasi medis anak
berjalan secara optimal.
5. Adanya ancaman dari pelaku kekerasan

Ancaman dari pelaku kekerasan terhadap korban, keluarga dan
saksi juga merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh UPTD PPA.
Dalam beberapa kasus yang ditangani UPTD PPA , pihak pelaku
memberikan tekanan kepada korban, keluarga atau saksi sehingga
menimbulkan rasa takut dan korban enggan untuk bersikap terbuka,
melanjutkan rehabilitasi, dan enggan memberikan keterangan Secara

utuh &

C. Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan seksual
yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak

Efektivitas pada dasarnya merupakan indikator yang digunakan untuk
mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau prosedur dari
suatu organisasi atau badan, dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan

sebelumnya.®* Efektivitas hukum menurut Seorjono Seokanto berkaitan dengan

8 Hasil wawancara dengan Nurjanisah, Kasi Tindakan Lanjut UPTD PPA Aceh, Jum'at
9 Januari 2026.

81 Ai Sri Wahyuni ,Rahmi Hayati, Safrul Rijali, Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, Jurnal Stia
Tabalong ,Vol. 2, No. 2, 2019, him. 4.
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fungsi kaidah hukum sebagai pedoman dalam mengatur perilaku dan tindakan
masyarakat. Suatu aturan hukum dapat dikatakan berhasil atau tidak tergantung
dari sejaun mana hukum tersebut dapat memberikan pengaruh nyata dan
membentuk perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Menurut soerjono soekanto dalam teori efektivitas hukum bahwa untuk menilai
suatu aturan hukum berhasil atau tidak dapat ditentukan oleh 5 faktor yaitu:
1. Faktor hukum
Faktor hukum dalam teori efektivitas hukum berperan sebagai
pedoman atau landasan yuridis dalam suatu lembaga pelaksana dalam
menjalankan tugasnya, seperti lembaga yang memberikan perlindungan
terhadap anak termasuk UPTD PPA. Adapun beberapa dasar hukum UPTD
PPA dalam melaksanakan penanganan termasuk pemulihan terhadap anak
korban kekerasan seksual diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam
Pasal 59 Undang-Undang  Perlindungan Anak menyebutkan bahwa
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban
dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan khusus kepada
anak. Salah satunya perlindungan khusus bagi anak korban fisik dan psikis
serta anak korban kejahatan seksual. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 59A
bahwa perlindungan khusus bagi anak sebagaimana yang dimaksud pada
Pasal 59 dilakukan melalui upaya:

a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi
secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan
gangguan kesehatan lainnya;

b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
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c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak
mampu; dan

d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses
peradilan.®?

Dalam Pasal tersebut dapat dilihat bahwa UPTD PPA memiliki
kewenangan dan berkewajiban melaksanakan penanganan terhadap anak
korban kekerasan seksual termasuk rehabilitasi dan pemulihan baik fisik,
psikis dan sosial.

2. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam
menentukan hukum berjalan efektif. Keberadaan penegak hukum yang
profesional menjadi kunci keberhasilan dalam penegakkan hukum. Penegak
hukum adalah pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam
menegakkan hukum dan melindungi hak-hak masyarakat termasuk hak anak
yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam penegakkan hukum UPTD
PPA memiliki peran sebagai lembaga perlindungan, pendampingan hukum
dan pemulihan yang bekerja berdampingan dengan aparat penegak hukum
seperti hakim dan kepolisian untuk membantu terpenuhinya hak korban.

Dalam melaksanakan perannya, UPTD PPA sudah memiliki sumber
daya manusia yang berkualitas di bidangnya yang dapat mendampingi
korban secara langsung. Namun hasil wawancara menunjukkan bahwa
UPTD PPA masih kekurangan sumber daya manusia, saat ini jumlah tenaga
psikolog di UPTD PPA masih terbatas untuk menangani jumlah kasus yang
terlapor, sehingga pendampingan dan pemulihan secara menyeluruh belum

dapat dilakukan secara sepenuhnya.

8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 dan 59A.
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Upaya UPTD PPA Aceh untuk mengatasi keterbatasan ini dan
memberikan layanan yang maksimal dengan melakukan kerja sama antara
UPTD PPA dengan psikiater , rumah sakit jiwa, dan dengan fakultas
psikologi uin ar-raniry yang memiliki tenaga profesional. Upaya ini dapat
membantu korban tetap mendapatkan pemulihan psikologi yang sesuali
dengan kebutuhan korban. % Meskipun demikian ketersediaan tenaga
psikolog di UPTD PPA tetap menjadi hal penting. Dengan tenaga psikolog
yang memadai, UPTD PPA dapat memberikan pendampingan dan
pemulihan secara langsung dan konsisten tanpa harus selalu mengandalkan
kerja sama dengan pihak luar. Sumber daya manusia yang memadai juga
dapat meningkatkan efektivitas pemulihan dan mendukung jalannya fungsi
perlindungan korban secara maksimal.

3. Faktor sarana dan prasarana

Faktor sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam
mendukung keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan anak
korban kekerasan. Ada dan tidaknya sarana dan prasarana dapat
mempengaruhi efektivitas hukum, ketersediaan fasilitas berfungsi untuk
mendukung faktor-faktor lainnya dan memungkinkan aparat, prosedur
layanan, dan masyarakat dapat menangani kasus kekerasan secara optimal.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di UPTD PPA Aceh, sarana dan
prasarana yang tersedia sudah mencukupi untuk pelaksanaan layanan
korban. Salah satu fasilitas yang tersedia di UPTD PPA adalah baterai tes
atau alat tes psikologi untuk memeriksa tingkat trauma korban dan
mengetahui layanan apa yang dibutuhkan oleh korban.

Selain itu UPTD PPA juga memiliki mobil perlindungan atau molin

yang digunakan untuk menjemput dan mengantar korban, dengan adanya

8 Hasil wawancara dengan Nurjanisah, Staf Kasi Tindakan Lanjut di UPTD PPA Aceh,
Jumat, 9 Januari 2026.
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molin dapat mempermudah korban dalam mengakses pelayanan dari UPTD
PPA. Selanjutnya fasilitas ruang konseling adalah tempat yang digunakan
korban untuk mendapatkan layanan psikologi secara privat agar korban
dapat merasa aman dan nyaman dalam mengungkapkan dan menceritakan
kejadian yang dia alami. UPTD PPA juga menyediakan shelter atau rumah
aman yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi korban, agar
korban dapat merasa aman dari berbagai ancaman dan tekanan dari pelaku.
Selain fasilitas untuk korban, UPTD PPA juga memiliki ruang pegawai atau
staf yang digunakan untuk tempat pelaksanaan layanan, koordinasi dan
administrasi serta ruang kepala UPTD PPA. Dengan adanya ketersediaan
saran dan prasarana yang memadai di UPTD PPA ini dapat mendukung
proses rehabilitasi dan pemulihan secara cepat, aman, dan optimal.®*
4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan
efektivitas pelaksanaan hukum vyang di tetapkan oleh pemerintah.
Keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh peraturan
tertulis, melainkan juga ditentukan oleh kesadaran hukum, pemahaman, dan
kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum tersebut. Apabila masyarakat
memiliki kesadaran hukum dan mematuhi Undang-Undang yang berlaku,
maka pelaksanaan suatu aturan hukum dapat dikatakan berjalan efektif.
Faktor masyarakat yang memiliki kesadaran hukum akan mendukung
perlindungan terhadap anak, termasuk dalam proses rehabilitasi dan
pemulihan anak korban. Dukungan terhadap korban, tidak menyalahkan
korban, keberanian masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap
anak dapat mendukung keberhasilan rehabilitasi dan pemulihan anak korban.

8 Hasil wawancara dengan Mauizhah, Tenaga Administrasi /Teknis UPTD PPA Aceh,
23 Januari 2026.
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Berdasarkan hasil wawancara, dari sisi faktor masyarakat, partisipasi
masyarakat dalam penegakkan hukum dapat dikatakan cukup baik,
masyarakat menunjukkan keberanian untuk melaporkan adanya kasus
kekerasan terhadap anak, serta pengetahuan masyarakat mengenai peran
UPTD PPA dalam menangani korban kasus kekerasan. Namun juga terdapat
beberapa masyarakat pedalaman yang memiliki tingkat kesadaran hukum
yang minim akibat dari keterbatasan informasi dan pengaruh nilai-nilai
sosial. Dalam hal ini UPTD PPA juga berupaya meningkatkan kesadaran
hukum terhadap masyarakat melalui sosialisasi yang telah berjalan secara
semestinya. Sosialisasi ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum,
tetapi juga kepada lingkungan sekolah dengan memberikan pemahaman
mengenai hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan dan pentingnya
keberanian untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap
anak.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya dalam suatu masyarakat merupakan salah satu unsur
yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum, karena hal ini berkaitan
dengan nilai, kebiasaan, dan pola pikir masyarakat terhadap hukum.
Efektivitas suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, penegak
hukum, dan masyarakat, tetapi juga ditentukan dari sejauh mana budaya
masyarakat dapat mendukung tujuan hukum tersebut. Dalam pelaksanaan
rehabilitasi dan pemulihan anak korban kekerasan seksual, faktor budaya
dalam suatu masyarakat menjadi tantangan tersendiri, terutama adanya
pandangan bahwa kasus kekerasan seksual merupakan aib dan merusak
kehormatan keluarga. Pandangan ini menyebabkan keluarga korban enggan
untuk melaporkan kasus kekerasan ke pihak yang berwenang, sehingga
penanganan anak korban baru dilakukan ketika adanya laporan dan ketika

kondisi korban sudah di tahap yang serius.



70

Selanjutnya adanya budaya patriarki yang masih berada di tengah-
tengah masyarakat, yang menempatkan anak dan perempuan dalam posisi
lemah sehingga korban sulit untuk menyampaikan penderitaannya. Bahkan
tidak jarang korban disalahkan dan diminta untuk diam demi menjaga nama
baik keluarga. Adanya budaya penyelesaian masalah dilingkungan keluarga
juga sering terjadi, meskipun penyelesaian ini ditujukan agar keharmonisan
keluarga tetap terjaga, namun hal ini juga sering mengesampingkan hak-hak
anak yang menjadi korban kekerasan. Dengan demikian pandangan kasus
kekerasan seksual sebagai aib dan budaya patriarki dapat menyebabkan
terlambat nya penanganan kasus  dapat mempengaruhi efektivitas
rehabilitasi dan pemulihan anak korban kekerasan oleh UPTD PPA.

Selain teori efektivitas hukum yang di kemukakan oleh soerjono
soekanto, keberhasilan rehabilitasi dan pemulihan anak korban kekerasan
seksual juga dapat dilihat dari dan pak nyata yang dirasakan oleh anak
korban sebagai subjek utama dalam perlindungan dan penanganan seperti
pemulihan psikologi anak, sosialisasi, dan kualitas hidup anak korban. Oleh
karena itu berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, ada beberapa
indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas rehabilitasi dan
pemulihan anak korban kekerasan seksual, indikator tersebut antara lain:

a. Penilaian psikolog

Penilaian dari psikolog menjadi indikator utama dalam menilai
keberhasilan rehabilitasi dan pemulihan anak korban. Seorang psikolog
mempunyai pengetahuan dan keterampilan khusus dalam menilai kondisi
psikologi korban. Dengan menggunakan pendekatan dan metode
tertentu, psikolog dapat membantu proses pemulihan secara

berkelanjutan dan menilai sejauh mana pemulihan yang diberikan

8 Hasil wawancara dengan Nurjanisah, Kasi Tindakan Lanjut UPTD PPA Aceh,
Jum’at 9 Januari 2026.
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berdampak pada korban. Di UPTD PPA, layanan ini diberikan melalui
pendampingan dan pemulihan sebelum dan sesudah persidangan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Endang psikolog UPTD PPA
menunjukkan bahwa pemulihan psikologi yang diberikan kepada anak
korban kekerasan seksual memberikan dampak positif bagi kondisi
emosional anak korban jika dibandingkan dengan kondisi awal anak
sebelum mendapatkan pemulihan. Selama proses pemulihan, dapat
dilihat adanya perubahan terhadap anak korban seperti anak menjadi
lebih tenang, tidak mudah cemas, lebih mampu mengendalikan rasa
takut, dapat menyalurkan emosinya secara positif dan mengurangi
perasaan negatif akibat kekerasan yang dialaminya. Meskipun terdapat
beberapa kendala dalam pelaksanaan nya, seperti keterbatasan sumber
daya manusia atau tenaga paikolog, berdasarkan penilaian psikolog,
proses rehabilitasi terhadap anak korban tetap menunjukkan adanya
perkembangan positif bagi korban. %
b. Peningkatan kualitas hidup

Peningkatan kualitas hidup menjadi indikator penting dalam
mengukur keberhasilan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan
seksual. Kualitas hidup disini dimaksudkan sebagai kemampuan anak
dalam menjalani kehidupan nya sehari-hari. Kualitas hidup disini bukan
hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mencakup rasa percaya diri
anak, rasa aman, dan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan
lingkungan sekitarnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa layanan
pemulihan terhadap anak korban membawa perubahan terhadap
kehidupan anak. Setelah mendapatkan pemulihan, anak mulai kembali

menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik, seperti menjalani

8 Hasil Wawancara Dengan Endang, Psikologi Forensik UPTD PPA Aceh, Jum’at 9
Januari 2026
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kegiatan sekolah, anak sudah dapat berinteraksi dengan lebih baik
dengan teman sekolahnya, berinteraksi dengan keluarga tanpa rasa takut
dan cemas berlebihan, anak dinilai lebih mandiri, percaya diri, dan
mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar nya. Perubahan
tersebut menunjukkan bahwa anak berada dalam kondisi yang lebih baik
dibandingkan dengan kondisi awal sebelum mendapatkan layanan
rehabilitasi.
c. Aspek psikososial dan keterampilan sosial

Aspek sosial dan keterampilan sosial digunakan untuk menilai
keberhasilan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual. Indikator ini
menekankan pada kemampuan anak untuk kembali menjalankan fungsi
sosial nya dan berinteraksi secara sehat dengan lingkungan sosial nya.
Hasil wawancara menunjukkan bahwa layanan rehabilitasi sosial yang
diberikan oleh UPTD PPA kepada anak korban memberikan pengaruh
positif terhadap perkembangan psikososial korban. Anak korban
menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam berkomunikasi,
menjalin hubungan sosial baik itu dengan teman sebayanya maupun
dengan lingkungan masyarakat. Peningkatan keterampilan sosial ini juga
dapat dilihat dari partisipasi aktif anak korban dalam kegiatan sekolah
dan dalam kegiatan sosial yang sebelumnya terhambat oleh trauma
akibat kekerasan yang dia alami. Psikososial ini diberikan oleh UPTD
PPA yang bekerja sama dengan dinas sosial dalam membantu reintegrasi
anak ke lingkungan sosial nya. Namun demikian, pelaksanaan
rehabilitasi sosial ini sering sekali menghadapi kendala, seperti stigma
sosial, kurangnya dukungan dari keluarga, dan pandang bahwa kasus
kekerasan seksual yang dialami oleh korban merupakan aib. Kendala
tersebut membuat anak mereka terisolasi, dan dapat mempengaruhi

keberhasilan reintgrasi sosial anak korban.
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA Aceh pada
dasarnya sudah berjalan sesuai dengan standar dan produser yang berlaku di
UPTD PPA. Dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa
UPTD PPA Aceh secara aktif dan memiliki tanggung jawab tinggi dalam
memberikan perlindungan, pendampingan dan pemulihan terhadap anak
korban. Segala upaya telah dilakukan UPTD PPA untuk mengoptimalkan
proses rehabilitasi dan pemulihan anak korban kekerasan seksual, salah
satunya melalui kerja sama lintas sektor dengan fakultas psikologi untuk
mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, selain itu UPTD PPA juga
bekerja sama dengan rumah sakit dan kepolisian . Dalam pelaksanaan
pendampingan dan pemulihan, UPTD PPA juga selalu berusaha memenuhi
kebutuhan korban, apabila anak atau keluarga korban yang memiliki
keterbatasan, seperti keterbatasan ekonomi, tidak memiliki kendaraan, dan
jarak tempat tinggal yang jauh, maka petugas UPTD PPA akan melakukan
pendampingan secara langsung kerumah klien. ® Hal ini menunjukkan
adanya kesungguhan UPTD PPA dalam memastikan pemulihan anak korban
secara optimal.

Meskipun demikian, efektivitas rehabilitasi anak korban masih
menghadapi berbagai kendala, kendala tersebut terutama berasal dari faktor
keluarga, faktor keterbatasan sumber daya manusia, faktor masyarakat dan
juga budaya. Kurangnya dukungan dari keluarga dalam proses rehabilitasi,
kurangnya sumber daya manusia, minimnya kesadaran hukum dan
pemahaman dalam masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman, masih
adanya pandangan bahwa kasus kekerasan seksual merupakan aib keluarga,

budaya patriarki yang menyebabkan korban enggan untuk melapor serta

8 Hasil wawancara dengan Irawati, Pendamping kasus UPTD PPA Aceh, Jum'at 30
Januari 2026.
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kecenderungan menyelesaikan masalah kekerasan secara adat yang dapat
mengesampingkan hak korban. Kondisi ini menyebabkan tidak semua anak
korban dapat mengakses layanan pemulihan di UPTD PPA.

Dengan demikian, berdasarkan analisis teori efektivitas hukum
Soerjono Soekanto, rehabilitasi dan pemulihan anak korban kekerasan
seksual di UPTD PPA dapat dikatakan sudah baik namun belum sepenuhnya
efektif. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur
efektivitas pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual
di UPTD PPA Aceh menggunakan teori efektivitas hukum soerjono soekanto
sebagai indikator utama yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor
sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Faktor hukum dan faktor sarana prasarana pada dasarnya telah
mendukung proses rehabilitasi dan pemulihan anak korban. Pelaksanaan
rehabilitasi pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang jelas salah
satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Pasal 59 dan 59A bahwa anak korban kekerasan seksual
berhak mendapatkan rehabilitasi fisik, psikis dan sosial. Sarana dan
prasarana seperti molin, alat tes psikologi, ruang konseling, rumah aman
juga telah mendukung efektivitas pelaksanaan rehabilitasi anak korban.

Namun demikian apabila ditinjau dari faktor penegak hukum, faktor
masyarakat dan kebudayaan, pelaksanaan rehabilitasi belum sepenuhnya
tercapai. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yakni tenaga psikolog
di UPTD PPA, minimnya kesadaran hukum dalam sebagian masyarakat,
adanya budaya aib, kuatnya budaya patriarki dan kecenderungan
penyelesaian kasus kekerasan secara adat dan kekeluargaan dapat
mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi dan pemulihan anak korban. Oleh
karena itu, apabila diukur dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto
dapat di katakan bahwa rehabilitasi dan pemulihan anak korban kekerasan



75

seksual di UPTD PPA belum sepenuhnya efektif, dan masih memerlukan
adanya peningkatan agar proses rehabilitasi dan pemulihan dapat berjalan

secara optimal.



BAB EMPAT
PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telak dilakukan, penulis meneliti,
mengkaji dan membahas permasalahan tentang™“ Efektivitas Rehabilitasi
Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut UU Perlindungan Anak
(Studi Kasus di UPTD PPA Aceh)” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Rehabilitasi yang dilakukan oleh UPTD PPA Aceh terhadap anak korban
kekerasan seksual mencakup rehabilitasi fisik, psikologi dan sosial.
Rehabilitasi fisik diberikan melalui layanan kesehatan dan rujukan ke
fasilitas kesehatan. Rehabilitasi psikologi dilakukan melalui layanan
konseling dan pendampingan psikolog yang diberikan secara berkala
dimulai dengan pemberian penguatan terhadap anak korban sebelum
menghadapi proses persidangan dan pemulihan secara mendalam
dilakukan setelah proses persidangan guna memulihkan kondisi anak
akibat kekerasan yang ia alami. Selanjutnya rehabilitasi sosial dilakukan
untuk mendukung proses reintegrasi anak ke dalam lingkungan
masyarakat. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi
diantaranya kurangnya anggaran, keterbatasan tenaga psikolog,
kurangnya keberanian korban untuk melapor, dan kurangnya dukungan
dari keluarga. Dalam pelaksanaan rehabilitasi, UPTD PPA tidak bekerja
secara mandiri, melainkan menjalin kerja sama lintas sektor dengan
kepolisian, dinas sosial, psikiater psikolog, dan fasilitas kesehatan.

2. Efektivitas rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual oleh
UPTD PPA Aceh sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Anak
namun dalam pelaksanaan nya belum sepenuhnya efektif. Hal ini dapat
diukur dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor

penentu keefektifan suatu lembaga dalam hukum yaitu dari faktor
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penegak hukum, UPTD PPA Aceh masih kekurangan SDM khusus nya
tenaga psikolog dikarenakan keterbatasan anggaran , lalu faktor
masyarakat yang belum sepenuhnya mau melaporkan kasus kekerasan
seksual terhadap anak ke pihak yang berwenang, dan faktor budaya
patriarki , pandangan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak
merupakan aib keluarga, dan kecenderungan menyelesaikan kasus
kekerasan terhadap anak secara kekeluargaan sehingga rehabilitasi
terhadap anak korban tidak dapat dilakukan secara optimal.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan rehabilitasi, kedepannya pihak UPTD PPA dapat
meningkatkan jumlah tenaga psikolog dan staf profesional agar setiap
anak korban kekerasan ~mendapatkan layanan psikologi  dan
pendampingan yang memadai. Meningkatkan alokasi anggaran juga di
perlukan untuk menunjang seluruh kegiatan rehabilitasi dan
perlindungan terhadap anak. Selanjutnya sosialisasi terkait hak anak dan
pencegahan kekerasan seksual juga perlu ditingkatkan terutama di
daerah-daerah pedalaman untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
terkait hak dan perlindungan anak.

2. Diharapkan kepada masyarakat dapat lebih memahami pentingnya
rehabilitasi bagi anak korban kekerasan. Jika terjadi kasus kekerasan
seksual terhadap anak segera melapor ke pihak yang berwenang
sehingga anak dapat memperoleh perlindungan dan penanganan secara
cepat, terlepas dari stigma dan pandangan masyarakat bahwa kasus

kekerasan seksual terhadap anak merupakan aib.
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Apa saja tugas dan fungsi UPTD PPA Aceh?
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Apa saja jenis layanan rehabilitasi yang diberikan UPTD PPA dan
bagaimana proses pelaksanaan rehabilitasi tersebut?

Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses rehabilitasi anak korban di
UPTD PPA?
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Kendala apa saja yang sering dihadapi dalam proses rehabilitasi anak
korban kekerasan seksual?

Bagaimana upaya UPTD PPA dalam mengatasi kendala-kendala
tersebut?

Bagaimana tindak lanjut UPTD PPA setelah proses rehabilitasi anak

korban selesai dilakukan?
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:Endang

Pekerjaan  : Psikologi Forensik UPTD PPA

1.

10.

11.

Bagaimana peran psikolog dalam proses rehabilitasi anak korban
kekerasan seksual di UPTD PPA?

Metode atau pendekatan psikologis apa saja yang digunakan dalam
menangani anak korban kekerasan seksual?

Bagaimana proses asesmen awal kondisi psikologis anak sebelum
rehabilitasi dilakukan?

Faktor apa saja yang paling memengaruhi kondisi psikologis anak
korban kekerasan seksual?

Bagaimana keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitasi psikologis
anak?

Bagaimana UPTD PPA menilai keberhasilan atau perkembangan anak
selama dan setelah proses rehabilitasi berlangsung?

Bagaimana koordinasi psikolog forensik dengan aparat penegak hukum
dan tim UPTD PPA dalam penanganan kasus?

Bagaimana cara psikolog menilai keberhasilan rehabilitasi yang
diberikan kepada anak?

Perubahan apa saja yang biasanya terlihat pada anak setelah mengikuti
rehabilitasi psikologis?

Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi
Psikologi?

Dalam kondisi keterbatasan jumlah tenaga psikolog di UPTD PPA,
bagaimana strategi yang dilakukan agar kebutuhan rehabilitasi psikologis

anak korban kekerasan seksual tetap terpenuhi?
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Nama : Mauizhah
Pekerjaan :Tenaga Administrasi /Teknis

1. Apa saja kewenangan UPTD PPA?

2. Apakah terdapat standar atau pedoman tertentu yang digunakan UPTD
PPA dalam melaksanakan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?

3. Apa dasar hukum yang menjadi pedoman UPTD PPA Aceh dalam
melaksanakan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?

4. Sarana dan prasarana apa saja yang dimiliki UPTD PPA Aceh dalam
menunjang pelaksanaan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?

5. Apakah terdapat kendala terkait sarana dan prasarana dalam pelaksanaan
rehabilitasi, khususnya dalam menangani korban yang berada jauh dari
lokasi UPTD PPA Aceh?

6. Upaya apa saja yang dilakukan UPTD PPA Aceh untuk mengatasi
kendala-kendala tersebut ?

7. Bagaimana koordinasi UPTD PPA dengan instansi lain ?
Nama lrawati
Pekerjaan : Pendamping kasus

1. Bagaimana peran pendamping dalam proses rehabilitasi anak korban
kekerasan seksual di UPTD PPA Aceh?

2. Berapa lama proses rehabilitasi biasanya di lakukan?

3. Apa tujuan utama dilaksanakan rehabilitasi terhadap anak korban
kekerasan seksual?

4. Apakah rehabilitasi yang diberikan sudah cukup efektif dalam membantu
pemulihan anak korban?

5. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan rehabilitasi di UPTD PPA dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak?



